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PENGANTAR EDITORIAL

Buku yang berjudul “Perbankan” ini merupakan kumpulan hasil
pemikiran dan penelitian beberapa dosen Perguruan Tinggi di
Indonesia. Buku yang terdiri dari tujuh Bab ini merupakan edisi
pertama dari buku kumpulan pemikiran dan penelitian yang
direncanakan akan dilanjutkan seri-seri berikutnya.

Bab pertama membahas tentang > Revolusi Teknologi dan
Industri Perbankan: Menjawab Tantangan Masa Depan”, yang
menjelaskan sejarah perkembangan teknologi, dari pertumbuhan
teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi, teknologi
prosesor yang mendukung revolusi komputer dari mainframe
sampai teknologi berbasis mikro bahkan nano, dampak
perkembangan teknologi yang merevolusi cara padang manusia
dalam menjawab tantangan dan persoalan yang dihadapi,
merubah wajah peradaban manusia sampai sampai terciptanya
masyarakat modern yang tidak berbatas negara, budaya dan
bahasa. Selanjutnya dibahas dampak revolusi teknologi dalam
dunia industri, mulai dari manufaktur sampai jasa keuangan
termasuk perbankan, dengan financial technology (fintech).

Bab kedua membahas mengenai “Kejahatan Kerah Putih Dalam
Industri Perbankan”. Perbankan adalah entitas yang paling rentan
mendapatkan ancaman dari para peretas, karena sifat perbankan
yang memiliki kewenangan mengelola hajat hidup atau
pendanaan yang sangat besar dari masyarakat. Bagaimana
mekanisme hukum dan solusi bagi korban yang menjadi target
para hacker juga dibahas lebih lanjut, khususnya yang diatur
dalam perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga membahas “Peraturan Dan Ketentuan Pokok
Perbankan”, yang menguraikan tentang beberapa peraturan
perundang-undangan di bidang perbankan, seperti Undang-
Undang tentang Bank Indonesia, fungsi Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menjamin



pelaku dan pengguna perbankan akan mendapatkan perlindungan
dan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang
dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004.

Bab keempat “Bank Umum dan Perkreditannya” menguraikan
tentang fungsi dari bank, jaminan kesehatan kinerja keuangan
bank, manajemen pengkreditan untuk menjaga keefektifan
penyaluran kredit yang tercermin dalam Loan to Deposit Ratio
(LDR), yakni rasio untuk mengetahui kondisi perekonomian,
kondisi bank saat ini dan yang akan datang, bagaimana hubungan
dengan bank lain yang telah dijalin selama ini dan pengalaman
perbankan dalam melakukan kreditnya.

Bab kelima “Pengaruh Kebijakan Dalam Perbankan”
menjelaskan mengenai pengaruh kebijakan risiko dalam sektor
perbankan, baik kebijakan risiko yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun oleh bank
itu sendiri. Pengelolaan manajemen risiko yang baik akan
menjadikan bank tersebut tetap sehat dan berkesinambungan.
Pengelolaan risiko yang dibahas antara lain: Risiko Kredit, Risiko
Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum,
Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan.
Perkembangan Revolusi Industri 4.0 saat ini memungkinkan
risiko yang dihadapi perbankan adalah risiko digital banking.

Bab keenam “Aset Keuangan dan Likuiditas Bank”, membahas
tentang keuangan bank yang menyangkut aset dan liability, dan
kaitannya dengan tingkat likuiditas bank, yang dilandasi teori-
teori yang perspektif serta perkembangan inovasi tehnologi
keuangan. Bab ini adalah hasil studi pustaka dari berbagai sumber
literatur serta arikel-artikel yang terkait dengan topik aset
keuangan bank dan likuiditas, serta jurnal-jurnal terkait aset
keuangan bank. Topik aset keuangan bank meliputi saham,
obligasi dan pinjaman kredit, hubungan antara aset keuangan dan
aset berwujud, jenis-jenis dan peranan aset keuangan, klaim atas
aset, harga dan risiko aset keuangan, asset liabilities management,
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sumber-sumber dana bank, dan penghimpunan dana (funding).
Sedangkan topik likuiditas bank adalah tentang faktor-faktor
yang memengaruhi likuiditas bank. Bab ini ditutup dengan uraian
tentang inovasi teknologi keuangan yang memudahkan Kkita
dalam bertransaksi.

Bab ketujuh “Analisis Laporan Keuangan Perbankan”,
menjelaskan tentang analisis rasio keuangan yang digunakan
untuk mengevaluasi tiga aspek utama dalam industri perbankan,
yaitu: menilai kinerja keuangan, memprediksi kesulitan keuangan
dan kebangkrutan, dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
Penilaian atas Kkinerja keuangan bank ditinjau dari aspek
likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas; sedangkan penilaian
tingkat kesehatan bank menggunakan CAMELS. Model rasio
keuangan untuk memprediksi kesulitan keuangan atau
kebangkrutan menggunakan model Altman Z-Score, Grover,
Springate, O-Score, Zmijewski, serta Fulmer. Adapun metode
analisis yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan
keuangan adalah model Beneish atau M-Score, Altman Z-score,
dan model Fraudulent financial Reporting Detection.

Dengan membaca Buku ini kita akan memperoleh pemahaman
yang cukup komprehensif mengenai berbagai aspek di bidang
perbankan meliputi aspek yuridis hukum di bidang perbankan,
aspek operasional bank, aspek kinerja keuangan perbankan, serta
aspek teknologi informasi yang mempengaruhi operasional
perbankan.

Indonesia, 24 Agustus 2020

Sumitro
Bambang Agus Pramuka
Niki Lukviarman
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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan rahmat, bimbingan, dan hidayah-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan buku “Perbankan” ini
dengan baik.

Buku ini merupakan kolaborasi pemikiran dosen dalam bidang
manajemen perbankan. Industri perbankan merupakan tulang
punggung keuangan dunia. Era revolusi industri 4.0 menuntut
perbankan untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan
teknologi sehingga dapat mempertahankan kelangsungan bisnis.
Di sisi lain, perbankan harus mampu menyiapkan sistem
keamanan data yang memadai sehingga dapat menjaga
kepercayaan nasabah. Selain itu, diperlukan kehadiran undang-
undang perbankan yang dapat memberikan perlindungan dan
kepastian hukum kepada nasabah.

Bank merupakan lembaga keuangan intermediasi. Agar dapat
menjaga peran tersebut secara maksimal, bank harus menjaga
efektifitas fungsi penyaluran kredit. Salah satu upaya preventif
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan adalah melalui
pengelolaan risiko yang memadai, meliputi risiko kredit, pasar,
likuiditas, oeprasional, ukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan.

Penilaian tingkat kesehatan bank juga ditentukan oleh efektifitas
manajemen bank dalam mengelola aset dan liability. Salah satu
metode yang populer digunakan untuk mengevaluasi kesehatan
bank adalah analisis rasio keuangan. Selain itu, pendekatan ini
juga efektif untuk mengukur kinerja, memprediksi kesulitan
keuangan (kebangkrutan), serta mendeteksi kemungkinan
terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Buku ini dapat menjadi buku ajar bagi akademisi yang mendalami
bidang manajemen perbankan, maupun praktisi dan masyarakat
umum yang ingin mengetahui perkembangan riset-riset di
industri perbankan.
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Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan.
Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Indonesia, 24 Agustus 2020

Alwahidin

Sriono

Nimrot Siahaan
Sulisti Afriani
Febrianty

Melly Susanti

Ni Wayan Rustiarini
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BAB 1

REVOLUSI TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
PERBANKAN: MENJAWAB TANTANGAN
MASA DEPAN

Alwahidin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Teknologi prosesor computer berevolusi dari perangkat yang
dikenal sebagai mainframe menjadi teknologi berbasis mikro
bahkan nano, ini membuat peralatan elektronik menjadi sangat
mudah dimobilisasi dan dengan biaya produksi yang semakin
murah. Konsekuensi dari perkembangan teknologi ini merevolusi
cara padang manusia dalam menjawab tantangan dan persoalan
yang dihadapi manusia baik itu rumah tangga, industri bahkan
negara. Revolusi teknologi berhasil mengubah wajah peradaban
manusia sampai pada titik yang membuat jarak dan waktu tidak
lagi relevan serta menjadi kendala manusia dalam beraktivitas
dan berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga tercipta
masyarakat modern yang tidak berbatas negara, budaya dan
bahasa. Dampak revolusi teknologi paling besar terjadi dalam
dunia industri, mulai dari manufaktur sampai jasa keuangan.
Perbankan bukan hanya menghadapi tantangan ikut berperan
dalam pertumbuhan arus teknologi, namun juga dihadapkan
dengan kemungkinan perubahan model bisnis yang memberikan
kesempatan kepada para pesaingnya untuk beperan serta dalam
pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dengan teknologi atau
financial technology (fintech).

Kata Kunci: Teknologi, Revolusi Teknologi, Perbankan, Fintech
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PENDAHULUAN

Gordon E. Moore salah seorang pendiri intel, pada tahun 1960-an
mengemukakan sebuah prediksi yang dikenal sebagai Hukum
Moore (Mcleod, 2008). Dia meramalkan bahwa perkembangan
kecepatan teknologi mikro prosesor akan meningkat dua kali lipat
setiap dua tahun sekali, sehingga revolusi teknologi selanjutnya
akan terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu memakan
waktu lama. Tahun 1970-an kerapatan penyimpanan sirkuit
terintegrasi pada sebuah chip silicon semakin kecil dengan
kecepatan memproses logika yang semakin meningkat dan
jumlah yang semakin banyak, hasil pengujian menunjukkan
kecepatan prosesor komputer telah meningkat dua kali lipat setiap
delapan belas bulan sekali, dan terus meningkat secara
eksponensial hingga saat ini. Apabila hari ini anda membeli
sebuah smarthphone pada harga tertentu dengan kecepatan
prosesor tertentu, lima tahun yang akan dating dengan harga yang
relatif sama anda akan mendapatkan smarthphone dengan
kecepatan kurang lebih 10 Kkali lipat dari kecepatan chip prosesor
lima tahun yang lalu. Dengan kata lain, apabila hari ini anda
memainkan permainan catur melawan komputer dan berhasil
dikalahkan dalam waktu saja jam, lima tahun yang akan datang,
komputer akan berhasil mengalahkan pemain catur yang sama
hanya dalam waktu sepuluh menit saja. Oleh sebab itu, implikasi
Hukum Moore dalam dunia industri menjadi tidak terbatas,
penemuan bahan semikonduktor berhasil mengubah cara
pandang manusia terhadap teknologi komputer sehingga berhasil
merevolusi dunia industri pada titik yang sangat efisien.
Berselang hanya beberapa dekade setelah microchip ditemukan,
saat ini internet telah merevolusi dunia industri pada arah
teknologi akses informasi yang super cepat.

Peralatan teknologi yang saat ini lebih kita kenal sebagai
komputer telah membantu dunia bisnis sejak pertengahan tahun
1950-an. Aplikasi bisnis sederhana telah memberikan peranan
yang cukup signifikan walaupun dengan akses dan fitur yang
sangat terbatas. Namun, sejak saat itu piranti keras maupun
piranti lunak dalam tekhnologi komputer telah mendapat
kemajuan yang sangat pesat, yang memungkinakan setiap
individu dan organisasi dapat menikmati manfaat hasil
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pemrosesan komputer yang semakin hari semakin cepat dan dapat
dipergunakan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan
manusia.

UNIVAC | merupakan komputer pertama yang dipasarkan secara
luas oleh perusahaan teknologi. Komputer komersil pertama
tersebut dimanfaatkan oleh Biro Sensus di Amerika Serikat pada
tahun 1951. Tidak berselang lama setelah pemerintah Amerika
Serikat memanfaatkan komputer untuk urusan publik General
Electric (GE) kemudian memanfatan komputer untuk kebutuhan
bisnis di perusahaan pada tahun 1954. Melihat peluang yang
sangat besar akan masa depan komputer, Internasional Business
Machine (IBM) cepat meresponnya dengan meluncurkan lini
bisnis produk lengkap yang mengarah pada diciptakannya
Sistem/360 pada tahun 1960-an, sebuah komputer pertama yang
mendukung banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan.
Komputer dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan
mainframe besar muncul pada tahun 1970-an. Awalnya jenis
komputer ini popular di kalangan akademisi, yang membantu
mereka dalam melakukan penelitian, seperti analisis dan
penyimpanan data. Awal tahun 1980-an merupakan momentum
awal bagi komputer modern dengan ukuran yang lebih compact
menjelma menjadi tren dunia. Pengguna komputer kecil bukan
hanya untuk perusahan-perusahaan kecil dan akademisi di
universitas-universitas ternama, namun juga dapat dimanfaatkan
oleh pengguna individual. IBM dapat dikatakan sebagai pelopor
komputer pribadi atau Personal Computer (PC) yang
mendapatkan pengakuan oleh masyarakat dan industri
pengembang komputer kecil.

Penggunaan komputer kemudian menjadi fenomena yang sangat
besar dalam dunia bisnis, khususnya dalam pengembangan sistem
informasi manajemen. Komunikasi dalam setiap komputer
menjadi penting dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam
dunia jaringan komunikasi. Sebuah toko yang memiliki mesin
komputer untuk memproses kartu kredit ketika digesek tidak akan
memiliki makna apapun, jika komputer di toko tersebut tidak
terhubung dengan jaringan teknologi komputer yang dimiliki oleh
perusahaan Kkartu kredit sehingga mampu untuk saling
berkomunikasi. Sistem telekomunikasi ini awalnya secara

3



sederhana hanya dimanfaatkan untuk mengakomodasi kebutuhan
percakapan antara manusia pada jarak jauh menggunakan sistem
telepon kabel. Namun, perkembangan teknologi sistem informasi
telah mengubah arah komunikasi antara komputer pada level
yang sangat berbeda. Komunikasi antara komputer meningkat
seiring dengan perkembangan teknologi pemprosesan komputer.
Sistem informasi komunikasi antara perangkat komputer telah
meningkat dari sekedar transmisi kabel sederhana berbahan dasar
tembaga menjadi komunikasi gelombang radio tanpa kabel dan
teknologi serat optic. Aplikasi bisnis pertama dalam dunia
perusahaan modern melibatkan pengolahan transaksi-transaksi
akuntansi. Sistem ini merupakan virtual dimana komputer
mampu mengolah dan menyimpan data yang mencerminkan fisik
perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang cukup
kompleks. Selain itu, dengan aplikasi yang dijalankan dalam
sebuah komputer perusahaan mampu berkomunikasi dan
mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan
oleh lingkungan, sehingga pengembangan produk dan
pengambilan keputusan menjadi lebih terkendali dan terukur.

Sistem pengolahan transaksi akuntansi menjadi tahapan awal
dalam pengembangan aplikasi yang terpasang dalam komputer,
setelah perubahan system akuntansi berhasil dilakukan kemduian
perusahaan menggeser fokus sistemnya pada penyediaan
informasi kepada para manajer untuk memecahkan permasalahan
yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang mereka kelola.
Sistem pertama yang berorientasi pada penyediaan dan
pengelolaan informasi dikenal sebagai sistem informasi
manajemen (SIM), tujuan pengembangan system informasi
manajemen adalah sebagai sarana yang lebih baku dalm terukuru
dalam mendukung Kkinerja dan operasional seorang manajer
sebuah unit organisasi. Kebutuhan manajer akan sebuah system
yang mampu mengefisienkan pekerjaan mereka menculkan tren
baru dalam dunia bisnis, konsep kantor virtual yang dulunya tidak
pernah dibayangkan oleh industry menjadi kenyataan. Aplikasi
dan sistem pengolah kata memperkenalkan sekumpulan program
yang mampu berkomunikasi secara bersamaan yang dapat
diakses oleh lebih dari satu user yang pada akhirnya menjadikan
konsep kantor virtual menjadi masa depan adalah masa sekarang.
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Perkembangan teknologi selanjutnya adalah memperbaiki dan
menyempurnakan konsep SIM untuk menghasilkan satu kelas
sistem yang disebut pendukung pengambilan keputusan (decision
support system-DSS), yang ditujukan bagi manajer secara spesifik
dan masalah-masalah tertentu. DSS pertama menekankan output
dalam bentuk laporan dan hasil dari suatu simulasi matematis.
DSS kemudian diperluas menjadi pemecahan masalah kelompok,
kecerdasan buatan, dan pengolahan analitis secara online. Tidak
lama kemudian, beberapa perusahaan telah menjalankan proyek
yang akan mengintegrasikan seluruh sistem informasi yang
mereka miliki di dalam perusahaan, untuk membentuk suatu
sistem perencanaan sumber daya manusia. Para pengguna sistem
informasi ini dapat mencakup manajer dan nonmanajer di dalam
perusahaan sekaligus orang-orang dan organisasi di luar
perusahaan (Hubbert, 1980).

Manajer merupakan kelompok pengguna yang penting dalam
pengembangan sistem informasi manajemen karena sekumpulan
informasi merupakan hal yang sangat krusial bagi pekerjaan yang
mereka lakukan. Manajer terdapat pada berbagai tingkatan
organisasi dan di berbagai area bisnis. Tanpa melihat posisi
mereka di dalam organisasi, seluruh manajer akan melakukan
fungsi-fungsi manajemen tertentu dan memainkan peranan
manajerial yang membutuhkan informasi untuk memecahkan
masalah dan melakukan pegambilan keputusan. Manajer yang
baik adalah mereka yang selalu membutuhkan sbenayak mungkin
informasi untuk mengidentifikasi permasalahan dalam divisi
yang mereka pimpin, mengembangkan solusi alternatif dari
berbagai permasalahan yang muncul, memilih solusi yang terbaik
dari permasalahan tersebut dan meninjau kembali konsekuensi
dari keputusan yang telah mereka ambil serta melakukan evaluasi
dari hasil keputusan yang mereka laksanakan.

Perkembangan financial technologi (fintech) merupakan hasil
kreasi atau inovasi teknologi yang muncul karena proses
manajerial yang baik dalam industri jasa keuangan. Perubahan
kebutuhan layanan keuangan masyarakat beriringan dengan
kecepatan teknologi informasi dalam berevolusi, hal ini merubah
pola hidup masyarakat yang semakin dinamis dan mobile.
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Perubahan gaya hidup mendorong para manajer dalam industry
keuangan dan perbankan untuk menciptakan layanan yang
menjawab semua kebutuhan tersebut. Kenyataannya, revolusi
teknologi dalam industri keuangan khususnya dunia perbankan
masih berlanjut hingga saat ini, mulai dari pemanfaatan teknologi
kartu elektronik, e-money, online banking, paypall, digital
currency atau uang digital sampai saat ini dompet digital, inovasi
fintech terus berkembang untuk mendorong masyarakat sehingga
mampu bertransaksi secara non tunai atau cashless society.

LATAR BELAKANG
Sejarah dan Evolusi Teknologi Komputer

Komputer pada awalnya dirancang sebagai sebuah mesin yang
berukuran besar seperti sebuah ruangan. Komputer diperintahkan
melakukan algortima singkat, seperti melakukan operasi
matematika sederhana dengan cepat, misalnya operasi
penambahan, pengurangan dan perkalian. Komputer pertama
dengan fungsi sederhana tersebut dikenal sebagai Electronic
Numerical Integrator and Calculator (ENIAC), dikembangkan
oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert pada tahun 1946.
Kedua insinyur tersebut berasal dari Universitas Pennsylvania.
Komputer inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya
UNIVAC | yang kemudian pertama kali dipasarkan secara luas.
Komputer awal ini mampu melakukan kalkulasi matematika atau
menjalankan algoritma sebanyak kurang lebih 2.000 kalkulasi per
detik. Kecepatan itu menjadi sangat tidak relevan apabila
dibandingkan dengan kecepatan pemroses komputer modern saat
ini yang mampu menjalankan perintah miliar kali per detik,
dengan ukuran jauh lebih kecil dan harga yang jauh lebih murah
(Mcleod, 2008). Komputer terdahulu yang disebut sebagai
mainframe, memiliki sirkuit komputer yang terdiri dari tabung
hampa udara berukuran bola lampu kecil, pada umumnya
memiliki fokus untuk menjalankan satu perintah tunggal yang
diinstruksikan oleh seorang pengguna mainframe. Istilah
mainframe sampai saat ini masih digunakan dalam dunia
penggunakan komputer dalam skala besar, namun tidak lagi
didefinisikan sebagai sebuah mesin komputasi akan tetapi Kini
lebih  dipergunakan untuk menggambarkan serangkaian
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komputer-komputer dengan ukuran dan skala pemanfaatan yang
besar yang saling terhubung dan terpusat untuk kebutuhan
pengelahan data dan infromasi yang sangat besar dalam
organisasi ternama, contohnya komputer mainframe yang
digunakan oleh NASA dan Pentagon di Amerika Serikat.

Dekade awal kemunculan komputer hanya sedikit orang yang
diberikan keistimewaan untuk menggunakan dan mengakses
komputer dan ditempatkan dalam suatu ruangan khusus yang
tidak sembarang orang dapat memasukinya. Hak istimewa
tersebut hanya diberikan kepada orang-orang spesial atau dikenal
sebagai spesialis informasi yakni karyawan yang memiliki
tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan pengoperasian
sistem informasi. Para pengguna informasi tidak diberikan hak
untuk mengakses informasi secara langsung kecuali melalui
spesialis informasi  tersebut, contohnya analis sistem,
programmer, administrator basis data, spesialis jaringan dan
webmaster. Seiring dengan kebutuhan komputer yang semakin
tinggi dalam dunia bisnis dan industri, spesialis informasi
kemudian tidak mampu lagi melayani permintaan pengguna yang
semakin membludak. Salah satu permasalah permintaan
pengguna dalam dunia bisnis ini disadari oleh produsen
komputer, sehingga tanpa disadari kebutuhan akan komputer
yang lebih compact menjadi perhatian utama para pengembang
dan penemu teknologi komputer. Mereka berlomba-lomba
memproduksi dan mengembangkan teknologi komputer yang
dapat digunakan oleh semua kalangan pengguna bukan hanya
spesialis informasi dan mulai memasarkannya secara luas di
masyarakat. Kemunculan transistor dan chip yang dapat dirakit di
atas papan sirkuit yang lebih kecil menggantikan komponen
elektronik awal yang membutuhkan ruang lebih besar dalam
mengeksekusi perintah algortima komputasi seperti mainframe
dan teknologi baru ini juga menjadi pemicu turunnya biaya
manufaktur. Biaya produk yang murah membuat harga pasar
komputer compact lebih dapat diterima masyarakat, akibatnya
permintaan akan komputer menjadi semakin tinggi. Suksesnya
penjualan komputer generasi awal ini memungkinkan untuk
berinvestasi pada riset dan pengembangan chipset komputer.
Sejak saat itu, kecepatan pengelolahan atau prosesor komputer
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mengalami revolusi peningkatan yang sangat siginifikan seiring
dengan mengecilnya ukuran sirkuit komputer. Hal ini membuat
kecepatan elektron yang bergerak melalui sirkuit tetap konstan,
semantara itu menyusutnya ukuran sirkuit komputer menjadi
setengah ukuran semula, hal ini akan melipatgandakan kecepatan
dalam memproses logika yang diberikan ke dalam prosesor.
Prinsip panduan rancangan sirkuit komputer ini atau
miniaturisasi, terus meningkatkan kecepatan pengolahan data
komputer dan sesuai dengan humum moore akan semakin
menurunkan biaya pembuatannya.

Komputer dengan ukuran yang lebih mudah dimobilisasi dan
memadai memperkenalkan pemprosesan dengan skala berkali
lipat lebih kecil dari generasi pendahulunya sehingga dikenal
sebagai komputer mini (minikomputer), kemudian berkembang
dengan skala yang lebih kecil lagi disebut sebagai komputer
mikro (Hofmann, 2008). Komputer mikro ini ditujukan secara
khusus untuk menjawab kebutuhan komputer yang dapat dimiliki
dan dioperasikan pada level individu. Beberapa perusahaan start-
up pelopor teknologi komputer mini tersebut pada saat itu adalah
Apple dan Tandy Corporation. Setelah dua perusahaan pemula
tersebut meluncurkan produknya, pada tahun 1982 IBM sebagai
leading market dalam dunia komputer ketika itu memperkenalkan
komputer mikro yang mereka kembangkan diberi nama Personal
Komputer (PC) atau komputer pribadi, istilah ini kemudian
diadopsi secara umum oleh dunia untuk menggambarkan
komputer mikro hingga saat ini. Komputer mikro dikenal karena
kekuatan prosesor dengan sistem-sistem terangkai didalamnya
yang lebih kecil, kuat, memiliki desain lebih menarik dan tidak
terlalu mahal yang mampu menjalankan aplikasi bisnis dalam
sebuah perusahaan maupun aplikasi yang sifatnya diperuntukan
bagi kebuituhan pribadi.

Perkembangan Pasar Teknologi Komputer

Komputer mainframe dan komputer pribadi pada dasarnya
memiliki arsitektur yang memiliki kesamaan. Secara garis besar
dalam teknologi sebuah komputer terbagi atas komponen yang
berfungsi sebagai alat-alat input dan output, serta sekumpulan
prosesor komputer. Piranti keras kemudian akan dikendalikan

8



oleh piranti lunak yang dikenal sebagai system operasi, kemudian
ada piranti lunak yang lain yang bertindak sebagai aplikasi
menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pengguna komputer,
seperti menganalis data, mengolah angka, menyimpan kata
maupun melakukan penghitungan seperti yang difungsikan oleh
aplikasi Microsoft excel atau dapat digunakan untuk fungsi yang
lebih  kompleks seperti memanipulasi informasi melalui
pengolahan big data menggunakan aplikasi phyton dan masih
banyak lagi fungsi lainnya. Prosesor merupakan pusat inti atau
otak dari sebuah komputer.

Prosesor didesain untuk menjalankan jutaan perintah yang
dikendalikan oleh sebuah system operasi seperti Windows 10,
Android dan 10S. Sistem operasi adalah piranti lunak yang
mengelola alat dan proses input dan output, alat penyimpanan
data operasi atas data. Seluruh komponen yang ada di dalam
sebuah komputer dikendalikan oleh sentral pemroses unit atau
Central Processing Unit (CPU), selain itu dalam sebuah
komputer terdapat sebuah komponen Random Access Memory
(RAM) bertindak sebagai tempat kerja dan penyimpanan unit
sementara bagi CPU, semakin besar daya yang mampu
diselesaikan oleh CPU ketika diperintahkan oleh pengguna maka
semakin besar pula CPU menyelesaikan tugas-tugasnya.
Motherboard merupakan piranti keras dan arsitektur komputer
yang berguna sebagai papan sirkuit untuk menghubungkan semua
atau komponen dalam teknologi komputer seperti CD room, USB,
Flash drive, dan hardisk yang merupakan komponen sebagai
penyimpanan data akhir. Apabila RAM menyimpan data secara
sementara, hard drive akan menyimpan data secara permanen
sampai data tersebut dihapus. Ketika semua komponen dan
tekhnogi tersebut dipergunakan secara sama dengan keyboard,
monitor, mouse, printer kemudian terhubung dengan internet,
komputer mikro akan mampu dipergunakan untuk mendukung
kebijakan dan keputusan bahkan bagi perusahaan yang sangat
kompleks seperti dunia keuangan dan perbankan pada khususnya.

Teknologi komunikasi antara manusia pada jarak jauh,
menggunakan prosedur komunikasi telepon, awalnya tidak
dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi data digital
antar komputer yang saat ini berkembang ke arah yang sangat
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cepat dan efisien. Komunikasi data melewati jaringan komunikasi
yang berkembang menjadi internet memerlukan sambungan ke
sebuah modem. Modem berfungsi sebagai alat atau piranti keras
yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer, mengirim
data digital atau sinyal analog komputer menjadi informasi yang
relevan bagi manusia sebagai penggunanya. Perkembangan
teknologi komunikasi data antara komputer diawali dengan
berkembangnya teknologi jaringan komunikasi telepon umum.
Standar komunikasi langsung antara komputer muncul setelah
jaringan telepon publik menjadi jamak pada aktivitas sehari-hari
masyarakat modern. Saat ini, komputer bahkan dapat
berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Komputer rumahan
dapat menggunaka sebuah modem yang dikembangkan penyedia
jasa provider yang dapat ditanamkan langsung dalam perangkat
komputer atau disediakan secara terpisah oleh penyedia layanan
internet. Kecepatan transfer data komputer rumah dan peralatan
komunikasi atau gadget saat ini kecepatannya bisa mencapai 10
sampai 100 Mbps, bahkan kecepatan dapat lebih tinggi lagi
apabila penggunanya adalah skala perusahaan atau industri.

Kemunculan berbagai jenis teknologi perangkat komunikasi baru
seperti di atas membutuhkan tipe dan jenis modem yang terbaru
yang dapat mengakomodasi transfer data yang lebih cepat. Saat
ini tersedia jenis modem digital, beberapa jenis kemudian
tersambung pada kabel optic yang selain membawa sinyal data
kebutuhan internet juga membawa sinyal ke dalam rumah dan
sambungan lain dapat digunakan untuk sambungan telepon.
Sedangkan model jenis lain terpasang langsung pada perangkat
smartphone yang dapat mengakomodasi kebutuhan komunikasi
data yang lebih mobile untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Revolusi teknologi jaringan tanpa menggunakan kabel terus
berlanjut. Teknologi satelit, komputasi cloud, kebutuhan data
yang semakin mobile membuat industri dibidang ini terus
berlomba-lomba menyediakan layanan tanpa kabel yang ramah,
murah dan aman bagi para pengguna. Selain mengembangkan
infrastruktur jaringan dengan teknologi penyimpanan cloud, para
pengembang aplikasi menyediakan aplikasi memudahkan
pengguna mengakses teknologi penyimpan cloud dimanapun
menggunakan komputer mikro maupun teknologi device mobile
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seperti smartphone yang semakin mendominasi hingga saat ini,
Android dan iOS mendominasi perkembangan pengembangan
aplikasi mobile hingga dekade ini, baik mengadopsi terbuka
sehingga pihak ketiga dapat mengembangkan produk aplikasi
yang mendukung ekosistem operasinya seperti strategi yang
digunakan oleh android, atau strategi ekosistem semi tertutup
yang dikembangkan oleh Apple dengan iOS sebagai operasinya.

Evolusi di Bidang Aplikasi Komputer

Dalam dunia yang dipenuhi dengan teknologi informasi dan
komunikasi seperti saat ini, segela jenis operasi bahkan
bagaimana model bisnis suatu perusahan bekerja atau operasi
sistem fisik perusahaan dijalankan dan dikendalikan oleh sistem
informasi menggunakan mekanisme virtual oleh manajemen
suatu perusahaan. Sistem fisik (physical sistem) perusahaan
terdiri atas sumber daya yang terdiri dari karyawan, mesin, dan
uang. Sedangkan sumber daya informasi yang digunakan untuk
mewakili sistem fisik disebut sebagai sistem virtual (virtual
sistem). Sebuah ruangan yang menyimpan yang dimiliki oleh
perusahaan, seperti suatu lokasi yang digunakan sebagai tempat
penyimpanan barang-barang persediaan merupakan sistem yang
berbentuk fisik, sedangkan file induk yang menyimpan database
persediaan berbasis komputer adalah suatu sistem virtual yang
mencerminkan kondisi sistem fisik perusahaan.

Sistem fisik perusahaan diubah menjadi sumber daya informasi
yang diinput ke dalam sistem virtual yang akan menjadi sumber-
sumber daya output setelah informasinya diolah oleh aplikasi
komputer. Sumber daya input berasal dari lingkungan perusahaan
yang kemudian akan ditransformasi menjadi sumber daya output
yang akan dikembalikan ke dalam lingkungan perusahaan atau
sebuah organisasi yang sama. Sebuah perusahaan yang memiliki
sistem fisik merupakan suatu sistem yang sifatnya sistem terbuka
(open system) memiliki integrasi dengan lingkungan perusahaan
melalui aliran sumber daya fisik. Selain sistem terbuka suatu
sistem informasi dalam menjalankan komunikasi dengan sistem
tertutup (closed system), yang merupakan sistem yang tidak
mengijinkan komunikasi dengan lingkungan selain ekosistem
yang dimilikinya. Sistem yang sepenuhnya tertutup tidak
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mengijinkan interaksi dengan pihak lain seperti konsumen,
supplyer, manajer atau siapapun yang tidak menjadi perhatian
pengembang dan pengguna sistem informasi.

Hirarki dalam sebuah organisasi mampu mencerminkan sebuah
perusahaan genetik. Contoh perusahaan seperti ini dapat
disaksikan dalam sistem operasi perusahaan manufaktur, dimana
kegiatan operasinya adalah mengubah bahan mentah atau bahan
baku yang diperoleh dari rumah tangga atau industry lain
sehingga menjadi barang jadi baru yang memiliki nilai tambah
tambah lebih dari sebelumnya. Uang, peralatan seperti mesin,
bangunan dan sumber data manusia merupakan sumber daya fisik
lainnya yang menopang operasional lingkungan dan ekosistem
suatu perusahaan. Kombinasi sumberdaya tersebut saling
berhubungan satu sama lain menciptakan kekuatan bagi
perusahaan.

Teknologi Komputer dan Informasi Perbankan

Kemajuan teknologi computer dan teknologi informasi
membantu industry perbankan untuk beroperasi secara efisien
dan mampu menjangkau konsumen dengan skala yang lebih luas.
Dunia perbankan berlomba mengembangkan dan menerapkan
system yang paling mutakhir yang dapat mendorong ekosistem
operasionalnya semakin mudah digunakan. Kemudahan transaksi
perbankan akan meningkatkan kepuasaan nasabah, sehingga
pengembangan teknologi computer dan informasi perbankan
merupakan langkah strategis untuk mendukung kompetitif di
dunia 4.0 saat ini. Selain kebutuhan strategis pengembangan
teknologi computer dan teknologi informasi perbankan di dorong
oleh regulator seperti bank sentral, Bank Indonesia yang
mewajibkan setiap bank beroperasi dengan mengacu pada
ketentuan penggunakan teknologi system informasi. Proses
otomasi dunia perbankan bukanlah rencana jangka pendek namun
akan terus berlanjut dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan
teknologi computer dan informasi secara umum.

Otoritas moneter di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan
aturan mengenai penggunaan teknologi system informasi oleh
perbankan. Surat keputusan direksi Bank Indonesia dengan
nomor No0.27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia
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bernomor No0.27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 mengatur
prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh manajemen perbankan
dalam penggunaaan dan pengembangan teknologi sistem
infomasi dalam perbankan dan ekosistem di dalamnya. Teknologi
system informasi merupakan sitem pengolahan database
perbankan mulai dari data nasabah, pelayanan, hingga data
keuangan yang dikemas dalam media digital menggunakan
system informasi dan teknologi computer, jaringan computer dan
infrastruktur transmisi digital lainnya. Tujuan penggunakan
teknlogi system informasi dalam perbankan adalah untuk
meningkatkan system operasional yang efektif dan efisien
sehingga semakin meudahkan proses layanan jasa keuangan
kepada masyarakat.

Transaksi dalam dunia perbankan menjadi lebih mudah ketika
teknologi sistem informasi ditemukan dan diimplementasikan
dalam system operasional perbankan. Tansaksi dengan para
nasabah yang dulunya membutuhkan waktu yang lebih lama dan
harus dilakukan dengan tatap muka, saat ini transaksi dapat terjadi
secara real time dimanapun nasabah berada asalkan terhubungan
dengan sistem virtual yang dimiliki oleh bank. Cabang-cabang
bank yang harus dibuka sebanyak mungkin untuk
mengakomodasi kebutuhan transaksi nasabah mulai tidak relevan
lagi di era revolusi industry 4.0. Nasabah dapat mengakses
layanan perbankan dan memenuhi kebutuhan layanan
keuangannya dengan menggunakan internet baik itu melalui
computer pribadi atau menggunakan smartphone yang dimiliki.
Teknologi seperti internet banking, sms banking dan mobile
banking dapat mengakomodasi semua kebutuhan tersebut.

Penggunaan teknologi sistem informasi dalam dunia perbankan
dapat dijumpai dalam transaksi layanan perbankan seperti
transfer uang menggunakan mobile banking yang dulunya hanya
dapat dilakukan melalui teller bank. Penggunaan Auto Teller
Machine (ATM) yang memudahkan nasabah untuk menarik tunai
uang dalam rekeningnya maupun jenis transaksi lainnya.
Penggunaan database bank, bahkan perkembangkan terbaru
pengolahannya sudah mulai menggunakan Articial Intelegent,
dan proses singkornisasi data pada kantor-kantor cabang dengan
kantor pusat bank.
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Jaringan komputer menjadi nadi yang menghubungkan bank dan
nasabah serta ekosistem lainnya, sehingga biaya operasional
perbankan menjadi lebih hemat, efisien dan cepat. Salah satu
contoh penggunaannya adalah surat elektronik atau email dan
media teleconference. Pemanfaataan teknologi sistem informasi
merubah strategi dunia perbankan dalam mengembangkan model
bisnis baru dalam industri perbankan. Mereka mulai
menempatkan pengembangan teknologi sistem informasi sebagai
ujung tombak pengembangan layanan perbankan modern. Bank
Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bukti nyata dalam
penggunaan teknologi system informasi sebagai strategi
kompetitif, BRI berhasil memiliki satelit telekomunikasi
korporasi pertama di Indonesia dalam menunjang pengembangan
teknologi sistem informasinya.

Beberapa tahun terakhir pengembangan layanan perbankan
berbasis teknologi system informasi dengan teknologi paling
mutakhir gencar dilakukan. Semua bank tidak ingin tertinggal
dalam layanan nasabah yang disediakan secara mobile, transaksi
perbankan menggunakan mobile banking yang menyediakan
layanan transaksi umum seperti transfer tunai, Tarik tunai di
ATM tanpa menggunakan kartu, bahkan transaksi layanan
pembayaran seperti tagihan listrik, internet, TV kabel, bahkan
pembayaran pembelanjaan sudah dapat menggunakan ponsel
pintar.

Sistem Pemrosesan Transaksi

Secara tradisional sistem virtual perusahaan merupakan proses
yang saling berhubungan antara perpaduan dari proses yang
bersifat manual, perlatan utama dan penunjung seperti mesin-
mesin pembukuan yang digerakan oleh alat pengaman berupa
kombinasi kunci dan sistem kartu berlubang (punch-card sistem)
yang berguna dalam memproses data perusahaan. Data terdiri atas
fakta dan angka yang belum memiliki makna yang bermanfaat
bagi perusahaan, selain itu informasi yang tersedia tersebut
memiliki ukuran dan volumenya yang sangat besar dan sifatnya
belum menjadi sebuah informasi karena data tersebut masih
mentah dan belum diolah. Sistem sebelum komputer ditemukan,
proses penggajian, persediaan, dan data penagihan serta transaksi
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buku besar dalam sebuah perusahaan manufaktur diproses dengan
cara manual. Proses-proses atau system operasional prosedur
(SOP) ini secara alamiah dikembangkan dan ditransformasikan
dalam perintah mesin komputer sehingga pada akhirnya
terciptalah aplikasi komputer yang pertama. Prosedur oprasional
perusahaan adalah sekumpulan kegiatan atau proses-proses
operasional yang dirancang untuk mudah dipahami, sedangkan
dengan teknologi komputer semua prosedur dapat dikalsanakan
dengan Kkecepatan yang meningkat berkalilipat apabila
diselesaikan secara manual, selain meningkatkan kecepatan
komputer mampu meniadakan kesalahan-kesalahan yang
manusia sering terjadi sehingga pekerjaan menjadi lebih akurat.

Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem
pemrosesan data elektronik (electronic data processing system-
EDP); Belakangan istilah sistem informasi akuntansi (acoounting
information system--AlS) mulai dikenal (Gorry & Morton, 1989).
Kini sistem pemrosesan transaksi (transaction processing system)
merupakan istilah yang telah umum. Sistem-sistem ini berbagi
satu ikatan yang sama dimana mereka memproses data yang
mencerminkan aktivitas dalam sebuah perusahaan. Data yang
telah dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan yang
mencerminkan sistem model bisnis atau operasi dari suatu
perusahaan. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem
atau piranti lunak yang mampu memproses basis data. Piranti
lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi
manajemen perusahaan dan bagi individu-individu dan
organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Informasi
adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna, biasanya
menceritakan suatu hal yang belum diketahui kepada pengguna.
Informasi yang disediakan oleh proses komputer dapat digunakan
untuk pengambilan keputusan, sedangkan penggunaaan lain dari
informasi tersebut dapat digunakan oleh stakeholder dalam
lingkungan atau ekosistem perusahaan atau organisasi tersebut,
istilah ini dikenal sebagai aliran informasi ke lingkungan.
Sebagian besar informasi yang telah dihasilkan oleh sistem
pemrosesan dalam transaksi dimaksudkan agar mampu
dimanfaatkan oleh setiap orang atau organisasi di luar
perusahaan.
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Transaksi pembayaran tradisional menggunakan uang tunai
adalah cara paling efektif dalam menjalan kegiatan ekonomi
masyarakat sehari-hari, namun dengan berkembangannya sistem
informasi yang semakin canggih dan aman membuat transaksi
pembayaran secara digital mulai tumbuh dan berkembang ke arah
yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Teknologi transaksi
pembayaran digital diawali dengan teknologi kartu yang mampu
digunakan untuk menyimpan informasi keuangan dari penyedia
jasa keuangan. Kartu yang disediakan oleh industri penyedia jasa
keuangan dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran
pengganti uang tunai. Revolusi teknologi sistem pembayaran
selanjutnya adalah bagaimana menyediakan kebutuhan transaksi
pembayaran dalam dunia maya, dimana setiap orang dapat
berkomunikasi dan bertransaksi, perkembangan teknologi server
dan website memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk
menawarkan jasa dan produknya secara online melalui internet,
namun permasalahannya adalah proses transaksi pembayaran
yang sangat rumit, menjawab tantangan tersebut teknologi
pembayaran seperti paypal muncul.

TREN MASA DEPAN

Pertumbuhan teknologi transaksi pembayaran berkembang
mengikuti arus teknologi utamanya. Fenomena munculnya digital
currency diawali dengan bitcoin menjadi awal berubahnya cara
pandang manusia terhadap mata uang yang mampu berdiri sendiri
tanpa intervensi dari pemerintah atau bank sentral, walaupun
secara umum kemunculan mata uang digital belum sepenuhnya
mapan, namun digadang-gadang akan mampu menjawab
kebutuhan transaksi pembayaran di masa depan dimana interaksi
dan transaksasi antara setiap komunitas sudah tidak akan
dikungkung dengan batas wilayah dan otoritas suatu negara.
Revolusi teknologi terkini di bidang teknologi transaksi
pembayaran adalah kehadiran ponsel pintar yang mampu
menjawab setiap kebutuhan manusia pada abad ini. Kebututan
manusia yang dinamis dan mobile mampu dijawab oleh teknologi
ponsel pintar dengan beragam fitur yang ditawarkan oleh setiap
perusahaan start-up untuk mempermudah aktivitas manusia.
Salah satu teknologi ponsel pintar yang ditawarkan adalah
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menjawab kemudahan bertransaksi. Platform dompet digital
seperti gopay, link aja, dana, dan beragam platform alat yang
memudahkan transaksi pembayaran lainnya menjadikan ponsel
pintar sebagai pusat yang memudahkan aktifitas manusia.

Pemerintah Indonesia melalui Bl sangat mendukung aktifitas
transaksi pembayaran menggunakan platform digital berbasis
ponsel pintar, bahkan untuk mempermudah transaksi, Bl
kemudian meluncurkan standarisasi QR Indonesian Standard
(QRIS). Standarisasi kode QR memudahkan pengguna layanan
dalam hal menyediakan kode QR pada setiap merchant. Mereka
tidak perlu menyediakan setiap kode QR provider penyedia
layanan dompet digital namun cukup menggunakan QRIS yang
telah disediakan oleh Bl maka setiap transaksi dari pengguna
akan menyediakan terhadap provider penyedia layanan sistem
transaksi pembayaran menggunakan platform dompet digital.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komputer
memudahkan manajemen dalam melakukan analisis kebutuhan
dan strategis perusahaan (Hershauer, 1978). Melihat kebutuhan
teknologi yang semakin tinggi dalam dunia bisnis, baik itu
spesialis informasi perusahaan maupun produsen komputer dan
pengembang teknologi berusaha untuk terus meningkatkan
aktivitas pemrosesan atau komputasi dalam sebuah komputer,
sehingga memunculkan area-area dan kemungkinan untuk
mengembangkan aplikasi baru yang lebih efektif dan efisien.
Hasil evaluasi sistem pemrosesan transaksi pada tahap
pengembangan masih jauh dari kata sempurna, output informasi
yang dihasilkan masih belum menyediakan kebutuhan
manajemen perusahaan secara holistik. Beberapa kendala sistem
pemrosesan transaksi untuk kebutuhan manajemen pada awal
pengembangan teknologinya adalah sistem informasi transaksi
belum memiliki kemampuan mengubah setiap data yang masuk
dalam jumlah besar menjadi suatu informasi yang sudah
diagregat, tersortir atau dirapikan, terorganisasi dengan baik, dan
terproses sesuai dengan kebutuhan oleh setiap manajer yang
memiliki permasalahan berbeda dari semua data yang masuk.
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Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya
kemampuan pengetahuan para manajer melalui opengalaman
mengenai logika atau algoritma dalam sebuah komputer, para
manajer menjadi paham landasan sistem operasi manajerial yang
mampu diterjemahkan oleh logika komputer, sehingga
memudahkan mereka dalam merancang dan memecahkan setiap
permasalahan untuk dikomputerasi dalam system perusahaan.
Mereka menjadi lebih mampu dalam menjelaskan setiap
permasalahan dan kebutuhan system vyang tepat dalam
menyelesaikan komplesitas permasalahan yang mereka hadapi,
pengetahuan manajer ini kemudian dintangkap oleh para
pengembang aplikasi dan teknologi komputer secara mudah,
kemudian mereka menterjemahkannya dalam versi komputer
terbaru di masa depan.

Disisi lain, selain manajer terdapat peran spesialis informasi yang
juga mempelajari dan paham dasar-dasar manajemen dalam
sebuah perusahaan dan bagaimana cara bekerja sama dengan
manajer dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi
manajemen. Proses kerjasama lintas divisi dalam perusahaan ini
semakin memudahkan pengembangan system informasi
manajemen. Sistem informasi manajerial kemudian dirancang
ulang sehingga sistem tersebut dapat lebih sesuai dengan
kebutuhan para manajer. Sistem-sistem seperti ini pada akhirnya
mencapai kemapanan sebagai era aplikasi komputer yang utama
(Anthony & Govindarajan, 2012). Definisi dan isitilah sistem
informasi manajemen (management information system-MIS)
menjadi suatu istilah yang sangat popular dalam menggambarkan
suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi
para pengguna serupa untuk kebutuhan pengelolaan manajemen
bisnis dalam suatu perusahaan atau sejenisnya. Para pengguna
SIM pada dasarnya terdiri atas entitas-entitas atau bagian dari
suatu organisasi formal perusahaan, dimana dalam perusahaan
terbut terdapat sub-unit anak perusahannya. Setiap informasi
yang diberikan oleh setiap divisi dalam sub unit akan menjadi
database perusahaan secara terpusat. Data yang terpusat
kemudian diolah menjadi informasi yang relevan dan bermakna
oleh sistem informasi manajemen. Informasi yang diberikan oleh
SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya
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dilihat dari apa yang telah terjadi di masa depan. SIM akan

menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua jenis

aplikasi atau piranti lunak

e Peranti lunak pembuat laporan (report-writing software) yang
menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus.
Laporan berkala dikodekan dalam suatu bahasa program dan
disiapkan sesuai jadwal tertentu. Laporan khusus, yang sering
disebut pula laporan ad hoc, dibuat sebagai tanggapan atas
kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi sebelumnya.
Sistem manajemen basis data dewasa ini memiliki fitur-fitur
yang dapat dengan cepat membuat laporan sebagai respons
atas permintaan akan data atau informasi tertentu.

e Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari
suatu simulasi atas operasi perusahaan. Model-model
matematis yang menggambarkan operasi perusahaan dapat
ditulis menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. Akan
tetapi, bahasa-bahasa pemodelan khusus dapat menjadikan
tugas ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk
dilakukan.

Output informasi yang dihasilkan kemudian akan digunakan oleh
pihak-pihak dalam hal ini para manajer yang membutuhkan solusi
bagi berbagai masalah yang mereka hadapi, pihak yang
membutuhkan informasi tersbut dapat berasalah dari manajer
suatu unit divisi atau departemen maupun pengguna informasi
dari kalangan profesional. Mereka menggunakan informasi
tersebut untuk mengambil keputusan guna memecahkan masalah
perusahaan ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi
akademisi.

Basis data dalam sebuah lingkungan organisasi memuat data yang
diberikan oleh sistem pemrosesan transaksi. Data maupun
informasi diperoleh dan dimasukkan dari lingkungan organisasi
atau perusahaan. Lingkungan akan menjadi pihak yang terlibat
ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi-organisasi lain,
seperti pemasok, dan regulator untuk membentuk suatu sistem
informasi antar-organisasi (interorganizational information
system-10S). Dalam kasus seperti ini, SIM akan memasok
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informasi ke anggota—anggota 10S yang lain sekaligus juga
kepada para pengguna perusahaan.

Sistem Kantor Virtual (Virtual Office System) telah mulai dikenal
sejak tahun 1964. Teknologi komputer telah diterapkan pada
tugas-tugas kantor ketika IBM memperkenalkan sebuah mesin tik
elektronik yang memiliki kemampuan mengenali pita magnetik.
Mesin tik tersebut dapat menyimpan materi terketik di pita
magnetik dan mengeluarkan kembali materi tersebut bilamana
dibutuhkan. Aplikasi ini disebut pengolah kata. Ini adalah awal
dari otomatisasi kantor (office automation), yaitu penggunaan
elektronik untuk memfasilitasi komunikasi antar pengguna sistem
informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Aplikasi-
aplikasi tambahan lainnya meliputi surat elektronik (e-mail),
surat suara (voice mail), kalender elektronik, konferensi audio,
konferensi video, konferensi komputer, dan transmisi faksimili
(fax). Dewasa ini, aplikasi-aplikasi tersebut memiliki porsi
terbesar dalam penggunaan komputer oleh perusahaan sebagai
suatu sarana komunikasi.

Sistem-sistem di atas pada awalnya hanya dimanfaatkan secara
sederhana dan bersifat administratif. Namun Kini, aplikasi atau
sistem tersebut menjadi kebutuhan vital bagi setiap perusahaan
dan organisasi dalam meningkatkan produktivitasnya, biasanya
disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi (personal
productivity system). Dewasa ini, manajer menggunakan
teknologi untuk melakukan pengelolaan sendiri atas sebagian
tugas-tugas administratif yang tadinya dibantu oleh asisten
pribadi manajer di tahun 1960-an. Sebagai contoh, manajer
menggunakan sistem produktivitas pribadi untuk menyimpan
kalender dan buku alamat yang berisi alamat surat-menyurat,
alamat e-mail, dan banyak lagi. Nomor telepon dan jadwal-jadwal
rapat dapat disimpan di ponsel pintar. Teknologi tidak
membebani para manajer dengan tugas-tugas administratif lagi.
Dengan menggunakan teknologi untuk menghilangkan
gangguan-gangguan yang tidak perlu pada komunikasi antara
manajer dan pihak lain, teknologi telah membuat pekerjaan para
manajer menjadi lebih efisien. Dewasa ini, para manajer dapat
dengan cepat berkomunikasi melalui e-mail bahkan secara real
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time menggunakan fasilitas chating dan streaming secara online
menggunakan bermacam gawai yang sangat canggih.

Otomatisasi kantor menggunakan aplikasi memungkinkan
pekerjaan para manajer dilakukan dimana saja, sehingga
melahirkan konsep kantor virtual; kantor dimana aktifitas
administrasinya tidak memiliki ketergantungan lagi dengan
kantor fisik atau lokasi fisik tertentu dalam suatu kawasan industri
tertentu. Contohnya setiap manajer yang membutuhkan aktifitas
kordinasi dapat minitor, evaliasi dan rapat-rapat penting lainnya
melalui teknologi video konferensi sehingga semungkinkan
semua pihak dalam suatu organisasi tidak perlu hadir dan bertatap
muka secara langsung seperti pada aktifitas pada kantor fisik.
Kantor virtual membuat aksesibilitas kantor fisik menjadi lebih
mudah baik bagi para manajer, konsumen, distributor, pemasok,
serta semua pihak lain yang terlibat dalam ekosistem operasi di
dalam perusahaan.

Masa Depan Teknologi Informasi

Pertumbuhan teknologi ekuivalen dengan pertumbuhan teknologi
turunannya seperti perkembangan teknologi informasi yang
sangat pesat. Pertumbuhan ini akan mendorong biaya produksi
dan meningkatkan kapasitas dan kekuatan komputer baik itu
teknologi komunikasinya. Kemampuan sebuah komputer diukur
seberapa besar kecepatan dalam memproses logika yang
diberikan kepada komputer, kapasitas penyimpanan data dan
informasi, serta keragaman alat-alat dan perangkat input dan
output yang mendukung penggunaan sebuah komputer.
Sedangkan kekuatan teknologi komunikasi diukur dan diuji dari
biaya dan kecepatan transmisi, seperti semakin murahnya proses
komunikasi antara dua perangkat serta kapasitas dan jumlah data
serta informasi yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu
tertentu. Organisasi dalam suatu entitas bisnis selalu
menunjukkan ketertarikan pada aset dan infrastruktur murah
dalam teknologi komunikasi namun memiliki kekuatan untuk
mengubah wajah operasi mereka ke arah yang lebih baik dan
efisien.

Teknologi komputer dan peralatan telekomunikasi memiliki dua
sisi mata uang yang sulit untuk dibedakan lagi pada era
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perkembangan teknologi tinggi dewasa ini, proses pengembangan
pada masa lalu telah mencapai titik dimana keduanya saling
menopang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dunia.
Telepon genggam kini telah berevolusi menjadi alat serba guna
dan sangat pintar, memiliki fasilitas browser, e-mail dengan
kapasits besar dan cepat, dan kemampuan foto serta fitur-fitur
penyuntingan yang dapat dioperasikan oleh siapapun.

Canesta, Inc, sebuah perusahaan teknologi komputer telah
mengembangkan sebuah keyboard yang dikembangkan
menggunakan perantara cahaya, yang mampu digunakan untuk
mengakses interface sebuah komputer. Teknologi keyboard
komputer terbaru ini mampu merubah pola cahaya menjadi signal
perintah komputer yang ditransfer dalam sebuah alat kecil. Alat
tersebut mampu memancarkan suatu medium berupa gambar dari
sebuah keyboard yang dapat diproyeksikan ke semua permukaan
yang datar. Selain itu, perusahaan pengembangan teknologi
komputer seperti Logitech, saat ini tengah mengembangkan suatu
pena yang disebut sebagai pena digital. Komponen berupa Roller
di dalam alat pena ini memiliki fungsi yang memiliki kemiripan
dengan sebuah bola roller di dalam mouse komputer, namun
teknologi di dalam pena ini dimanfaatkan untuk mengingat dan
menyimpan seluruh kata dan gambar yang ditulis menggunakan
pena tersebut. Setelah pena tersebut digunakan sebagaimana
mestinya, setiap pengguna dapat menghubungkan perangkat pena
tersebut ke dalam perangkat komputer lain melalui alat khusus,
kemudian tinggal menguungah gambar maupun tulisan yang
sudah dibuat menggunakan pena digital tersebut.

Semua kemajuan ini memproyeksikan potensi teknologi
komputer dan komunikasi yang tidak terbatas di masa depan,
potensi itu akan mengambil alih peranan teknologi komputasi
kearah yang sangat dekat dengan manusia, sebab pada masa yang
akan datang, teknologi komputasi masih akan terus berkembang
secara eksponensial, namun akan berkorelasi secara sebaliknya
dengan biaya produksi yang semakin rendah, memiliki ukuran
yang lebih kecil, perangkat yang lebih compact dan dinamis, dan
saling terhubung dimanapun pengguna berada. Untuk mengambil
keuntungan dari segala kemungkinan ini, dunia bisnis seperti
perbankan harus belajar beradaptasi mengikuti perkembangan
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teknologi komputer dan telekomunikasi, serta bersiap untuk
menerapkan dan mengaplikasikan semua kemungkinan tersebut
ke dalam wajah sistem operasi perbankan yang sudah sedianya
harus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang baru
tersebut, juga dalam setiap pengambilan keputusan strategisnya.

Mobile Banking dan Revolusi Transaksi Pembayaran

Mobile banking adalah layanan perbankan yang bekerja di luar
batas-batas infrastruktur perbankan tradisional, seperti kantor unit
cabang bank, ATM, distributor dan sebagainya. Model bisnis
baru perbankan seperti fasilitas mobile banking adalah salah satu
strategi membendung kompetitor baru yang juga menawarkan
model bisnis layanan keuangan dengan teknologi seperti PayPal.
Perbankan menunjukkan bahwa mereka juga bergerak mengikuti
perkembangan teknologi, namun tidak menutup kemungkinan
kompetitor sejenis akan terus bermunculan melihat potensi
jaringan telekomunikasi dan perkembangan organisasi bisnis
yang sudah tidak memiliki batas dekade ini, apabila perbankan
tidak mengikuti arus pertumbuhan teknologi maka tidak mungkin
suatu saat perbankan akan terdisrupsi dengan model bisnis yang
lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi
terkini. Mobile banking saat ini telah menjadi wajah baru bagi
layanan dunia perbankan. Infrastrukut jaringan telekomunikasi
yang masif masuk ke pelosok pelosok terpencil, memaksa
perbankan untuk ikut melakukan transformasi melalui
pendekatan keuangan yang berbeda dengan financial technology.
Layanan keuangan modern harus lebih mengutamakan
fleksibilitas guna menekan biaya operasional sehingga
pendapatan semakin meningkat. Oleh karenanya, sistem operasi
bisnis modern menjadi lebih ramping dan mengadopsi
otomatisasi kantor yang semakin meningkat. Pergeseran
paradigma dalam aktivitas bisnis dari prosedural ke arah
peningkatan efisiensi dan terkontrol, inovasi dan Kreativitas
menjadi nadi baru bagi kelincahan operasional bisnis. Mobile
banking pada awal kemunculannya adalah inovasi yang
mengganggu model bisnis tradisional yang sudah berdekade
melekat dalam sistem operasional perbankan. Inovasi yang baik
akan menciptakan pasar, jaringan dan ekosistem baru yang
mampu mengalihkan dan memudahkan model bisnis sebelumnya.
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Inovasi baru selalu menggabungkan kemapanan produk dan
layanan pasar yang telah lama nyaman dengan status quo,
sehingga mengubah model bisnis bukan hanya mentransofrmasi
pasar itu sendiri namun lebih dari itu mampu mengubah tatanan
sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Fenomena ini dialami
oleh start-up yang telah berkembang pesat saat ini, seperti
layanan GoPay, Ovo, Dana, Link Aja, dan layanan sistem
pembayaran mobile lewat platform dompet digital.

KESIMPULAN

Teknologi ponsel pintar akan mengubah dan merevolusi wajah
perbankan global dan industri sistem pembayaran lebih daripada
mobile banking membangunkan raksasa perbankan yang selama
ini tidur. Industri transaksi pembayaran menawarkan peluang dan
model bisnis baru bukan hanya bagi perbankan namun pemain-
pemain baru dalam bisnis fintech. Transaksi pembayaran melalui
platform digital menggunakan gawai pintar (gadget) yang akan
meningkatkan kenyaman bertransaksi bagi mayarakat dan
pengguna layanan keuangan di negara yang telah memiliki
infrastruktur teknologi jaringan komunikasi yang baik, sehingga
jangkauannya akan lebih masif dari layanan yang pernah
ditawarkan oleh perbankan.

Penetrasi fintech atau teknologi keuangan akan lebih kuat pada
pasar di negara-negara berkembang, sebab pertumbuhan
infrastruktur jaringan telekomunikasi sebagai teknologi yang
mendukung teknologi gawai pintar lebih cepat dibandingkan
dengan pertumbuhan perbankan konvensional. Ini membuat
setiap orang di negara berkembang lebih banyak memiliki gawai
pintar dibandingkan memiliki rekening di bank konvensional.
Kondisi ini mengubah ekosistem industri keuangan di negara
berkembang, seperti yang terjadi negara-negara Afrika yang
berhasil menggunakan telepon genggam sebagai alat transaksi
pembayaran dan kesuskesan negara Tiongkok dengan platform
pembayaran digital seperti AliPay dan Wechat Pay.

Revolusi teknologi telah banyak mengubah wajah industri
modern, mulai dari musik, periklanan, retail sampai dengan agen
perjalanan. Perusahan penyedia jasa keuangan konvensional
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seperti perbankan harus belajar banyak dari keberhasilan terbatas
yang telah dialami negara-negara berkembang di dunia. Inovasi
baru dunia keuangan justru muncul bukan di negara unggul dalam
hal pengelolaan institusi keuangan di negara maju, namun justru
muncul di negara-negara yang infrastruktur teknologinya baru
dibangun dalam beberapa dekade terakhir. Pergeseran kebutuhan
dan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja produk harus
menjadi landasan strategis baru bagi industri keuangan dalam
memprediksi kebutuhan layanan keuangan di masa depan.
Teknologi gawai pintar telah siap mengambil alih ekosistem
model transaksi pembayaran entah dengan kesiapan dunia
perbankan ataupun tanpa infrastruktur perbankan. Pertumbuhan
platform pembayaran menggunakan dompet digital akan
menjangkau kebutuhan masyarakat jauh dari bayangan dan
jangkauan industri perbankan dan pembayaran dunia.
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BAB 2

KEJAHATAN KERAH PUTIH DALAM
INDUSTRI PERBANKAN

Alwahidin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pemrosesan logika komputasi dalam
komputer tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemajuan
peradaban umat manusia. Pada sisi yang lain, teknologi dapat
pula dimanfaatkan untuk merugikan kepentingan masyarakat
banyak. Perbankan adalah entitas yang paling rentan
mendapatkan ancaman dari para peretas, karena sifat perbankan
yang memiliki kewenangan mengelola hajat hidup atau
pendanaan yang sangat besar dari masyarakat. Selain membahas
kemungkinan-kemungkinan suatu sistem keuangan dalam dunia
perbankan diretas, bab ini juga membahas tentang mekanisme
hukum dan solusi bagi korban yang menjadi target para hacker.
Walaupun sistem tata hukum di Indonesia belum sempurna
mengakomodasi secara umum bentu kejahatan yang seringkali
terjadi di internet atau di dunia maya, khususnya kejahatan dunia
maya di dunia perbankan, namun korban kejahatan mempunyai
hak dan kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum
positif dan undang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Hacker, Peretas, Kejahatan Dunia Maya, Perbankan,
Teknologi.
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PENDAHULUAN

Perbankan merupakan bentuk entitas dalam aktifitas sosial dan
ekonomi yang berperan sebagai lembaga penengah atau
intermediary bagi pihak yang memiliki kelebihan dana jangka
panjang dan pihak yang membutuhkan pendanaan atau
pembiayaan, hal ini menjadikan lembaga keuangan ini memiliki
aset yang sangat besar dan mempengaruhi hajat hidup orang
banyak. Sistem operasi perbankan melibatkan kepentingan
banyak pihak, sehingga membuat insititusi perbankan sangat
rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Pihak-pihak tertentu
mampu memanfaatkan institusi perbankan untuk kepentingan
pribadi dengan mengambil keuntungan yang akan merugikan
banyak orang. Kegiatan yang dapat merugikan sistem operasi
perbankan disebut sebagai bentuk perbuatan yang merugikan
lembaga perbankan atau tindak pidana perbankan atau disebut
sebagai kejahatan perbankan. Kejahatan dalam dunia institusi
keuangan seperti perbankan dapat dilaksanakan melalui sejumlah
kegiatan dalam aktifitas perbankan yang berhubungan secara
langsung maupun tidak langsung dengan sistem keamanan dalam
menjalankan setiap operasional perbankan. Sistem yang termasuk
dalam mekanisme keamanan perbankan mencakup sumber daya
manusia dan infrastrukturnya yang terus berkembang.

Hukum Moore yang telah dibahas pada Bab 1 tidak hanya
memberi dampak baik pada dunia teknologi informasi.
Infrastruktur teknologi yang dibangun oleh dunia keuangan
memberikan kemajuan pesat dalam dunia perbankan,
memudahkan pengambilan keputusan manajerial, pengelolaan
keuangan berbasis teknologi dan transaksi perbankan menjadi
lebih mudah dan efisien. Namun disisi lain segala bentuk
kemudahan ini harus dibayar dengan kerentanan sistem
keamanan teknologi perbankan, dimana system keamanan
perbankan pada suatu saat dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak
tidak bertanggungjawab untuk disusupi sehingga mereka dapat
mengambil keuntungan secara pribadi dengan merugikan banyak
pihak. Cybercrime atau kejahatan dengan teknologi dalam dunia
maya muncul seiring dengan pertumbuhan revolusi teknologi
yang demikian cepat. Profesional dan amatir dalam dunia
teknologi jaringan komputer memiliki kemampuan yang dapat
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merugikan pengguna infrastruktur teknologi jaringan komputer
seperti  perbankan.  Mereka dapat = menyalahgunakan
kemampuannya dengan tujuan untuk mencari celah ataupun
lubang dalam sistem keamanan yang dimiliki oleh perbankan
sehingga dapat disusupi dengan tujuan untuk mencuri informasi
yang dimiliki oleh perbankan yang dapat digunakan untuk
meraup keuntungan yang sangat besar dan merugikan pihak lain.

Kejahatan dalam dunia cyber atau maya dalam jaringan komputer
pada dasarnya adalah suatu tindakan kejahatan yang melibatkan
aktiftikas penyalahgunaan kemampuan dan wewenang dalam
suatu sistem pada jaringan komputer atau dunia maya seperti
penipuan pemalsuan indentitas, penipuan kartu kredit, penipuan
lelang online, pornografi dan bentuk kejahatan dunia maya
lainnya. Piter Abdullah ekonom dari Center of Reform on
Economics melalui Okezone mengatakan kejahatan cyber, khusus
di dunia perbankan sangat tinggi di Indonesia. Salah satu metode
hacking yang sering digunakan oleh hacker adalah skimming.
Kasus skimming di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia,
hampir sepertiga kasus skimming dunia, sekitar 1.500 kasus
terjadi di Indonesia. Sementara Kepolisian Republik Indonesia
dalam rilisnya menyebutkan kerugian yang diakibatkan oleh
tindakan kriminal dalam dunia perbankan dengan modus
skimming yang menyasar sistem pembayaran di Indonesia.
Kepolisian menyebutkan kerugian yang dialami oleh perbankan
akibat aktivitas peretasan dalam dunia maya pada periode wakatu
2012-2015 mencapai nilai sebesar angka Rp. 33 miliar.

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan dunia maya sangat
beragam seperti memalsukan alamat email, penipuan melalui
iming-iming investasi saham, penipuan penjualan barang,
pembajakan ATM nasabah, dan memanipulasi mesin ATM
sehingga dapat dibobol. Bank Mandiri, Juli 2019 lalu mengalami
kegagalan sistem, sehingga mengakibatkan beberapa nasabah
kehilangan saldo rekening sementara nasabah lain mengalami
penambahan saldo rekening. Walaupun pihak manajemen Bank
Mandiri membantah bahwa error sistem tersebut bukan karena
tindakan hacker, namun kegagalan sistem tanpa alasan seperti itu
akan semakin menurunkan kredibilitas perbankan yang rentan
bahkan tanpa ada serangan dari pihak luar, patut dipertanyakan
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bagaimakah sebenarnya kerentanan sistem yang dimiliki oleh
perbankan? Apakah aman menyimpan uang di rekening bank?.
Bab ini akan menjelaskan berbagai jenis ancaman pelaku
kejahatan dunia maya dalam perbankan dan bagaimana cara
untuk mencegah serta menghindarinya.

Kejahatan dunia Cyber

Kejahatan atau tindak kriminal dalam dunia maya (cybercrime)
dalam dunia perbankan pada umumnya menggunakan sarana
internet. Basis layanan internet digunakan oleh perbankan untuk
menyediakan fasilitas transaksi pembayaran, seperti layanan jasa
keuangan perbankan yang disediakan secara online menggunakan
jaringan komputer atau internet (online banking) dan layananan
jasa keuangan kartu kredit. Jenis kejahatan yang dimanfaatkan
oleh hacker pada layanan ini adalah tindak pindana kejahatan
perbankan dengan istilah carding. Pelaku kejahatan carding
mencuri informasi data kartu kredit pengguna melalui otentikasi
ketika seseorang pemilik kartu kredit bertransaksi secara online
pada laman website yang memiliki keamanan lemah. Walaupun
demikian, data Bl menunjukkan tingkat kejahatan pembobolam
kartu kredit di Indonesia mesih relatif rendah dibandingkan
negara-negara Asia Pasifik. Visa bahkan menunjukkan data
peringkat kejahatan kartu kredit di Indonesia berada dalam
Negara tiga besar tingkat terendah kejahatan pencurian data kartu
kredit di Asian Tenggara. Bank Indonesia mencatat, kejahatan
kartu kredit yang jamak terjadi di Indonesia merupakan bentuk
kejahatan cyber berupa Card Not Present (CNP) dan pencurian
indentitas nasabah. Modus kejahatan yang biasanya digunakan
pelaku adalah dengan cara mencuri dan menjual data dan daftar
nasabah yang berisi data pemegang kartu kredit salah satu bank
dari pihak marketing.

Perkembangan teknologi internet memberikan dampak positif
dalam dunia bisnis khususnya dalam dunia perbankan. Teknologi
mampu memberikan solusi teknis yang sangat bermanfaat dalam
menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh perbankan, sehingga
persoalan rumit dapat diselesaikan dengan cara yang sangat
efektif dan efisien. Akan tetapi, pertumbuhan kecepatan prosesor
dalam dunia teknologi yang eksponensial ini juga memiliki
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potensi bagi pihak-pihak yang memiliki keahlian dan tidak
bermoral, yang cenderung menggunakan kemampuannya dengan
tidak bertanggungjawab dengan kegiatan atau aktivitas yang
bertentangan dengan norma sosial yang berlaku bahkan
bertentangan dengan hukum. Perkembangan teknologi internet
menciptakan tatanan masyarakat dunia baru yang tidak memiliki
batas antara satu negara dan negara lainnya. Dunia baru ini tidak
memiliki territorial negara (Borderless World) yang dikenal
sebagai realitas virtual atau dunia maya (Arief, 2014). Seperti
yang telah diuraikan sebelumnya, perkembangan teknologi
memiliki korelasi positif terhadap munculnya berbagai jenis
kejahatan dunia maya yang baru dengan berbagai modus jenis
tindak kejahatan yang beragam. Teknologi memungkinkan para
pelaku kejahatan untuk menemukan metode baru maupun
mengembangkan metode sehingga lebih sempurna dari
sebelumnya.

Teknologi telah mengubah wajah kejahatan dan modus operandi
pelaku kejahatan di dunia khususnya di Indonesia, hal ini dapat
dimungkinkan karena pesatnya perkembangan pembangunan
infrastruktur jaringan telekomunikasi pada di suatu Negara.
Pertumbuhan akses teknologi informasi perbankan merubah pola
hidup masyarakat konvensional menjadi lebih dinamis, hal ini
mendorong model kejahatan perbankan juga berubah, dari pola
kejahatan bentuk fisik bertranformasi ke dalam bentuk dunia
maya. Kejahatan dunia maya merupakan jenis kejahatan yang
memiliki dimensi berbeda dibandingkan bentuk kejahatan di
masa lalu. Kejahatan cyber menjadi perhatian luas bagi dunia
internasional. Secara definisi kejahatan dunia maya dapat
dipersempit sebagai kejahatan yang dimaksudkan untuk meretas
atau membobol suatu sistem atau jaringan komputer, sedangkan
secara umum kejahatan dunia maya mencakup seluruh bentuk
baru kejahatan terhadap komputer dan jaringan komputer dan
penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang
memanfaatkan teknologi komputer untuk memudahkan metode
kejahatannya. Beberapa kegiatan yang berpotensi menjadi target
kejahatan dunia maya dalam aktivitas operasi perbankan antara
lain, transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit dan
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layanan fasilitas perbankan secara daring (online banking)
(Sulisrudatin, 2018).

Selain dua bentuk kejahatan diatas, beberapa kejahatan dunia
maya berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan (Rahmawati, 2017)
mengategorikan kejahatan dunia maya, antara lain sebagai
berikut:

1.

Carding; merupakan bentuk kejahatan pencurian data dan
informasi kartu kredit pengguna melalui pihak-pihak tidak
bertanggung jawab. Informasi tersebut kemudian digunakan
untuk melakukan penipuan, seperti mengambil alih otentikasi
pemilik kartu kredit sehingga dapat digunakan untuk transaksi
pribadi pelaku carding.

Hacking; aktivitas menerobos keamanan suatu program atau
sistem komputer milik pengguna lain. Hacker adalah
profesional yang memiliki keahlian membuat dan membaca
program dengan tujuan untuk mencari celah yang dapat
dieksploitasi sehingga dapat memiliki kewenangan seperti
pengguna aslinya.

. Cracking; aktivitas hacking dengan tujuan yang jahat. Cracker

atau pelaku aktivitas cracking mampu menerebos keamanan
dan database suatu sistem sehingga mampu mendapatkan
informasi yang sangat sensitif bagi perbankan seperti
mengintip saldo nasabah sampai menguras isi saldo tersebut.
Apabila hacker lebih menikmati proses mengeksploitasi
kemanan suatu sistem komputer maka cracker lebih menyukai
hasil dan menikmati untuk kepentingan pribadinya.
Defeacing; kegiatan merubah tampilan halaman suatu website
atau situs pihak lain. Tujuan defeacing pada dasarnya untuk
ajang pamer keahlian membuat program maupun kemampuan
mencari celah pada kode keamanan suatu website.

Phising; merupakan kegiatan menipu pengguna internet agar
memberikan informasi pribadi seperti username dan password
pada suatu website. Pelaku phising memanfaatkan halamn
website yang telah diambil alihnya atau membuat duplikat
suatu website sehingga mengguna akan mengira sedang
melakukan akses terhadap web asli. Biasanya kegiatan phising
dilakukan untuk mencuri informasi pribadi pengguna online
banking.
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Spamming; aktivitas mengirimkan berita atau iklan melalui
surat elektronik yang tidak dikehendaki oleh pengguna target.
Aktivitas ini pada dasarnya tidak terlalu merugikan, hanya
terkadang akan mengganggu bagi pengguna lain. Pelaku
spamming menggunakan program komputer yang memiliki
lagortima secara otomatis mengirimkan berita dan iklan pada
target sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Malware; program atau aplikasi komputer yang sengaja
disusupi kepada komputer pengguna target dengan tujuan
untuk mencari kelemahan suatu sistem operasi atau perangkat
lunak tertentu. Beberapa jenis malware yang terkenal antara
lain, Trojan, virus, worm, horse, adeware, hijacker dan masih
banyak lagi.

Beberapa jenis bentuk kejahatan dunia cyber berdasarkan modus
operandinya antara lain:

1.

Kejahatan mengakses atau menyusup pada suatu layanan atau
sistem komputer dan jaringan komputer secara tidak sah atau
tanpa ijin dari pemilik jaringan komputer tersebut.

Konten ilegal adalah kejahatan mengunduh dan mengunggah
data, informasi yang sifatnya ilegal, tidak benar dan tidak etis
atau mengganggu ketertiban umum ke dalam sistem internet.
Pemalsuan data merupakan kejahatan yang tujuannya
membuat suatu konten atau dokumen penting seolah-olah
mirip dengan aslinya melalui jaringan internet.

Sabotase dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan dengan
tujuan merusak, membuat gangguan atau menghancurkan
data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang
terhubung dengan internet.

Kejahatan Kekayaan Intelektual Dunia Maya adalah bentuk
kejahatan yang ditujukan terhadap pemilik hak intelektual di
internet, contohnya meniru tampilan website suatu situs milik
orang lain secara ilegal, menyiarkan konten atau informasi
yang merupakan rahasia dagang pihak lain.

Kejahatan data pribadi adalah kejahatan di dunia maya dengan
cara menyebarkan informasi pribadi yang dimiliki orang pihak
lain yang dapat merugikannya, seperti nomor kartu kredit,
nomor pin ATM, dan jenis data pribadi lainnya.
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LATAR BELAKANG
Kejahatan Perbankan

Perbankan merupakan suatu institusi keuangan yang selalu
menjadi  sasaran  kejahatan oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab. Kejahatan dalam dunia perbankan sangat
beragam, mulai dari bentuknya yang secara langsung dapat
diidentifikasi sebagai tindak pidana maupun jenis kejahatan yang
secara kasat mata susah untuk dijustifikasi bahwa itu sebagai
bentuk kejahatan tanpa pendalaman oleh ahli di bidangnya. Jenis
kejahatan dalam dunia perbankan seperti perampokan bank,
pengalihan rekening secara tidak sah dan berbagai jenis kejahatan
lainnya, sehingga apabila kejahatan perbankan didefinisikan
dalam bentuk kategori kejahatannya pengertiannya akan sangat
luas. Bentuk kejahatan lain yang diatur dalam undang-udang
dalam hal administrasi seperti larangan mendirikan bank yang
tidak diotorisasi oleh OJK, larangan membocorkan rahasia
perbankan. Perbedaan berbagai jenis kategori kejahatan
perbankan ini berpengaruh terhadap proses penegakan hukum
yang berlaku dalam suatu Negara. Kejahatan perbankan secara
administratif maupun pidana yang telah diatur dalam undang-
undang diselesaikan serta diadili melalui ketentuan pidana yang
diatur dalam undang-undang perbankan (POJK, 2013),
sedangkan kejahatan pidana murni lain, walaupun obyjeknya
secara langsung adalah perbankan akan tetapi pengaturan dan
tindakannya akan berdasarkan peraturan undang-undang pidana
di luar undang-undang perbankan.

Kejahatan perbankan memiliki dua kategori yang biasanya
digunakan secara bergantian walaupun secara makna dan tujuan
serta luar lingkupnya bisa saja berbeda. Kategori tersebut adalah
tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan.
Tidak pidana perbankan adalah segala bentuk tidak pidana yang
dilakukan oleh pihak yang terkait secara langsung terhadap
operasional perbankan maupun oleh banknya sendiri secara
organisasi atau sistemik, sedangkan tindak pidana di bidang
perbankan adalah mencakup pengertian kejahatan di bidang
perbankan yang lebih luas, yaitu tindak pidana yang dilakukan
oleh orang luar dari suatu bank maupun orang dalam bank
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tersebut. Istilah tindak pidana di bidang perbankan ditujukan
untuk mengakomodir setiap jenis aktivitas dalam menjalankan
usaha perbankan yang dapat melanggar hukum sesuatu dengan
perundang-undangan yang berlaku. Secara formal, belum ada
yang memberikan definisi secara lugas maksud dari tindak pidana
di bidang perbankan. Beberapa definisi popular menjelaskan
bahwa tindak pidana perbankan adalah segala bentuk kejahatan
atau tindak pidana yang menjadikan bank sebagai obyek
eksploitasi atau saranan dan sasaran kejahatannya. Dalam
undang-undang, seperti UU No0.10 Tahun 1998 perubahan dari
UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan belum merumuskan
pengertian tindak pidana atau kejahatan perbankan. Undang-
undang tersebut hanya mebuat kategori jenis perbuatan yang
masuk dalam tindak kejahatan atau pelanggaran dalam
perbankan.

Karakteristik dalam kejahatan perbankan atau tindak pidana
perbankan selain bank dapat bertindak sebagai korban, disisi lain
bank dapat pula berperan sebagai pelaku jenis kejahatan dalam
dunia perbankan. Bank sebagai pelaku misalnya, bank secara
sistemik dapat melakukan kejahatan penipuan, pemalsuan surat-
surat bank dan bank dapat membuat laporan kondisi keuangan
bank seolah-olah baik padahal sebaliknya sehingga orang lain
memperoleh informasi dan presepsi yang bias (window dressing),
bank dapat melakukan kecurangan dengan cara membuat suku
bunga pinjaman menjadi berlebihan atau lebih tinggi dari tingkat
yang sewajarnya, memberikan kartu kredit dengan mekanisme
yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, serta
menajalankan usaha bank tanpa ijin, termasuk didalammnya
menjalan usaha yang memiliki kemiripan dengan bank. Beberapa
perbuatan yang dikategorikan dalam kejahatan perbankan telah
diatur dalam perundang-undangan, sebagai berikut:

1. KUHP Buku Il BAB X tentang Pemalsuan Mata Uang dan
Uang kertas, terdapat pada pasal 244, 245, 246, 249 dan 250
2. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998
a. Tindak pidana berkaitan dengan perijinan bank (Pasal 46)
b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47 dan
473)
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c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank (Pasal
48) tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank
(pasal 49)

d. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi (Pasal 50)

e. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham (Pasal
50a)

3. Tindak pidana yang diatur dalam UU Tentang Bank Sentral.
Bentuk kejahatan dalam dunia perbankan tidak terbatas pada jenis
kejahatan dengan modus operandi tradisional di masa lalu.
Teknologi memungkinkan modus kejahatan lebih beragam
dengan alat yang semakin canggih seperti kejahatan di dunia
maya. Dalama rilisnya Bank Indonesia melalui Direktur
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia mengungkapkan, beberapa jenis modus kejahatan
perbankan dalam dunia maya acap kali bertebentu dan berupa
penyerangan pada kelemahan pemahaman pengguna peralatan
komputer dengan metode mengirimkan malware, phising, dan
skimming. Malware biasanya disusupi pada sistem alat
sinkronisasi token, dimana sistem yang dimiliki perbankan pada
dasarnya memiliki keamanan yang baik namun alat yang
digunakan oleh pengguna rentan untuk di-sharing oleh hacker.
Selain serangan malware, phising merupakan metode yang paling
sering digunakan oleh hacker untuk mencuri informasi nasabah
seperti informasi nama pengguna, kata sandi kartu debit ATM atau
kartu kredit. Phising memanfaatkan tampilan website yang dibuat
semirip mungkin dengan tampilan website aslinya sehingga
pengguna terkecoh mengira sedang bertransaksi pada situs yang
sebenarnya dimana mereka diminta untuk memasukkan
kombinasi nomor rekening beserta password yang dimiliki oleh
nasabah tanpa curiga. Selanjutnya, kejahatan peretasan dengan
metode skimming adalah tindakan untuk mencuri data dan
iformasi nasabah pada suatu insitusi keuangan menggunakan
suatu alat perekam informasi dan data. Kejahatan skimming
menyasar mesin yang biasanya digunakan nasabah untuk
melakukan transaksi seperti anjungan tunai mandiri dan mesin
EDC.
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Peretasan Pada Bank

Sistem perbankan yang terhubung atau terkoneksi pada jaringan
luas seperti internet, akan mempunyai risiko diretas oleh para
hacker. Keamanan sistem yang dimiliki bank menjadi sesuatu
yang sangat krusial, sebab tingkat keberhasilan pembobolan
tergantung seberapa kuat keamanan bank dalam menghalau usaha
setiap hacker yang mencoba menerobos ketahanan suatu sistem.
Layanan internet banking adalah layanan perbankan yang sangat
rentan dan paling sering menjadi target oleh hacker. Aspek
kemudahan, efisien dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh
perbankan untuk memuaskan kebutuhan para nasabah harus
dikompensasi dengan harga mahal dengan menyediakan sistem
keamanan sistem yang handal dan aman dari para peretas. Internet
banking menjadi salah satu layanan bank yang memiliki daya
tawar tinggi bagi masyarakat, karena dengan layanan ini akan
memudahkan nasabah dalam bertransaksi dimanapun dan
kapanpun mereka inginkan. Produk-produk perbankan dengan
fasilitas internet banking akan memiliki nilai jual yang lebih
karena kualitas dan biaya murah akan membuat nasabah nyaman
ketika menggunakan layanan perbankan. Layanan perbankan
dengan pendekatan layanan jasa menggunakan media elektronik
ada beberapa tipe, seperti:

1. Website Informasi; layanan internet banking dapat dibangun
sendiri oleh pihak bank maupun bekerjasama dengan pihak
ketiga, tujuannya untuk menyediakan informasi perusahaan
maupun jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
Teknologi server pada website biasaya tidak dirancang
sedemikian kuat, sehingga website dengan tujuan company
profile seperti ini mudah untuk diserang oleh para hacker,
walaupun risiko peretasan website informasi relatif rendah
bagi bank.

2. Web Transaksi; website ini dirancang oleh pihak perbankan
untuk memudahkan masyarakat dan nasabah melakukan
transaksi keuangan dalam dunia perbankan. Transaksi tersebut
dapat berupa pembukaan rekening baru, membeli suatu
produk dan jasa, transfer dan pembayaran. Website jenis ini
sangat berisiko untuk diretas oleh para hacker, sebab mereka
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dapat mencuri informasi nasabah yang sangat penting dan
merugikan.

3. Wireless; Teknologi ini memungkinkan bank menawarkan dan
mengembangkan produk jasa keuangan yang dapat
menjangkau masyarakat terpencil yang tidak memiliki akses
jaringan kabel yang memadai.

4. PC Banking; Teknologi PC Banking memudahkan interaksi
antara sistem perbankan dengan nasabah. Teknologi ini
memungkinkan transaksi menggunakan jaringan internet
melalui sebuah komputer pribadi, sehingga dapat mengakses
sistem keuangan dimanapun tersedia cabang dari bank
tersebut, selain itu memudahkan transaksi bagi pengguna dan
manajemen bank dalam mengatasi pelaporan karena sifat
transaksinya yang tersedia secara real time. Pembobolan pada
sistem jaringan ini akan berdampak pada keberlangsungan
operasi perbankan karena terhubung secara langsung dengan
server yang dimiliki olen bank sehingga risikonya sangat
tinggi.

Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Maya

Kejahatan dunia maya belum memiliki tempat yang mapan dalam
proses hukum di Indonesia. Mahkamah Agung Republik
Indonesia belum mengembangkan posisi hukum bagi korban
kejahatan maya khususnya di perbankan. Kejahatan dunia maya
masih diatur sebatas dalam aturan hukum pidana. Hasil
penelaahan hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang korban dalam hal ini nasabah insitusi keuangan yang
menjadi korban kejahatan dunia cyber menyebutkan bahwa
korban kejahatan dunia cyber diposisikan hanya sebagai saksi dan
sebagai penuntut atau penggugat ganti kerugian (Perdata) yang
disesuaikan dan digabungkan dalam prosedur pidana. Kajian
lebih  mendalam terhadap permasalahan yang mendasari
munculnya korban kejahatan dunia maya dalam sistem perbankan
yang berorientasi pada tindak pidana dapat dikaregorikan dalam
dua jenis.

Pertama perbankan sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan
berupa penyimpanan dana masyarakat dalam rekening.
Perusahaan perbankan yang dikaregorikan sebagai korban atau
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pihak yang dirugikan dalam kejahatan dunia maya dalam

perbankan harus memenuhi beberapa faktor (Kusuma, 2013),

yakni:

a. Suatu perusahaan perbankan yang bertindak sebagai penyedia
jasa penyimpanan sejumlah dana milik nasabah, bertindak
sebagai pihak yang dititipkan berdasarkan perjanjian dan
kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana
bank yang menjadi pemegang hak atau simpanan dana dari
nasabah berkewajiban mengganti kerugian materil yang
terjadi atau ditimbulkan atas kelalaian dan kesalahan dari
pihak perbankan atas hilangnya atau dicurinya dana nasabah
dalam ini berkaitan dengan masalah tindak pidana kejahatan
maya berdasarkan undang-undang No,7 Tahun 1992 jo, UU
No0.10 Tahun 1998 tentang perbankan.

b. Perusahaan perbankan menjadi korban atas pencurian data-
data perusahaan dan data nasabah berdasarkan Pasal 362
KUHP jo Pasal 372 KUHP.

c. Perusahan perbankan menjadi korban atas pembobolan,
perusakan dan pengacauan jaringan atau sistem operasional
dan jaringan komputer dan kerahasiaan perbankan dari
adanya peretasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dunia
maya sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP, “Barang siapa
dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan,
merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling
lama dua tahun delapan bulan atau dengan denda paling
banyak tiga ratus ribu rupiah”.

d. Perusahaan perbankan dapat pula menjadi korban nonmateril
atas terjadinya kejahatan peretasan atau pembobolan rekening
nasabah oleh pelaku kejahatan dunia maya, yang akan
mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen dan
lembaga perbankan.

e. KUHAP menjelaskan bahwa pihak perbankan dapat menuntut
kerugian yang dideritanya kepada pelaku kejahatan dunia
maya atau segala kerugian yang diterimannya.

Kedua, korban dari pihak nasabah suatu perusahaan perbankan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK (2013) menjelaskan
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bahwa nasabah dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan
dunia maya apabila aktivitas kejahatan dunia maya tersebut
menimbulkan hilangnya dana nasabah tersebut, yang disimpan
dalam rekening perusahaan perbankan yang telah diretas oleh
hacker. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban nasabah,
sebagai berikut:

a.

Nasabah mempunyai hak memperoleh perlindungan atas
simpanan atau tabungan atau dana dalam rekening yang
tersimpan dalam suatu bank. Perlindungan ini berdasarkan
Pasal 29 ayat (3) Undang-undang No,8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen berdasarkan prinsip kehati-hatian.
Nasabah yang memiliki pontensi mengalami kerugian akibat
aktivitas pembobolan atau peretasan di dunia maya berhak
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan dengan
kemungkinan terjadinya risiko kerugian berhubungan dengan
transaksi nasabah melalui bank. Hak tersebut berdasarkan
pasal 29 ayat (4) Undang-undang tentang perlindungan
konsumen.

Nasabah yang telah mengalami kerugian akibat peretasan
terhadap suatu bank mempuunyai hak untuk mendapatkan
ganti rugi atas dana di dalam rekening yang dibobol atau
hilang atau dicuri dari bank pemegang hak dan simpanan.
Selain itu, perlindungan hukum yang diterima nasabah
penyimpan dana terhadap segala bentuk risiko dan kerugian
yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan
usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini berdasarkan
Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang jaminan
terhadap kewajiban bank umum.

Kewajiban nasabah dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Nasabah memiliki kewajiban secara aktif memberikan

informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya atas
aktivitas mencurigakan di dunia maya kepada pihak yang
memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadapa system
kemanannya, dalam hal ini bank dan regulator sehingga dapat
di proses lebih lanjut.

Nasabah juga memiliki kewajiban memberikan keterangan
dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi
permasalahan hukum, dalam ini adalah adanya kejahatan yang
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terjadi di dunia maya khusus dalam dunia perbankan seperti
pencurian dana rekening dan lainnya.

Kusuma (2013) mengatakan Perlindungan hukum bagi korban
kejahatan dunia maya bukan hanya merupakan isu nasional, tetapi
sudah merupakan isu internasional. Masalah kejahatan dunia
maya khususnya peretasan dalam dunia perbankan perlu
mendapat perhatian dan penangan yang serius oleh regulator dan
hokum positif di Indonesia. Perlindungan terhadap korban
kejahatan dunia maya merupakan bentuk perlindungan terhadap
hak asasi manusia. Kemajuan teknologi membuat bentuk
kejahatan semakin kompleks, sehingga pembuatan regulasi yang
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman sangat
dibutuhkan. Bentuk kejahatan baru seringkali memilih modus
operandi yang sangat susah untuk diungkapkan. Kejahatan baru
yang menggunakan teknologi lebih terorganisir dan dilakukan
oleh professional pada bidangnya, yang sangat memahami
kelebihan dan kelemahan teknologi yang menjadi dasar system
keamanan yang diterapkan oleh insitisi keuangan, selain itu
kejahatan baru dengan teknologi juga seringkali melibatkan
kekuasaan. Korban kejahatan perbankan dalam dunia maya sulit
untuk diketahui, korban yang menjadi target kejahatan menyadari
kerugiannya setelah berjalan waktu yang cukup lama setelah
terjadinya kejahatan, bahkan korban terjadang tidak menyadari
dirinya telah menjadi korban dari kejahatan di dunia maya.

TREN MASA DEPAN

Teknologi dalam dunia perbankan memungkinkan terjadi
transformasi layanan perbankan secara signifikan. Produk dan
layanan keuangan dengan cara baru menciptakan model bisnis
yang asing bagi pemain lama perbankan. Layanan keuangan
seperti menyetorkan uang, mengecek saldo, dan transfer antar
bank yang biasanya ditangani oleh teller dengan cara bertatap
muka langsung sudah mulai bergesar. Abad teknologi internet
membuat hampir semua aktivitas layanan keuangan dapat
dilakukan secara mandiri oleh setiap nasabah, baik itu
menggunakan fasilitas ATM, internet banking, SMS banking, dan
mobile banking. Ponsel pintar menjadi bagian yang sangat
penting bagi layanan perbankan dewasa ini. Hampir semua

40



aktivitas perbankan dilakukan dengan aplikasi yang tersedia
dalam ekosistem Android maupun 10s. Jenis layanan yang
ditawarkan oleh perbankan semakin kompleks sebab tuntutan
masyarakat yang terus berkembang, hal ini menuntut perbankan
untuk tumbuh bahkan lebih cepat dari teknologi itu sendiri.
Sebab, apabila bank tertinggal sedikit saja, maka kompetitor baru
yang saat ini masih berlebel pemain baru atau start-up akan
mengambil alih fungsi lembaga keuangan dari perbankan
konvensional. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang
model bisnis seperti bank konvensional yang memiliki cabang
fisik akan berkurang dan hilang sama sekali digantikan dengan
layanan secara daring, sebab seluruh transaksi akan tersedia
secara elektronik menggunakan internet.

Persaingan ketat antara bank dan jenis lembaga keuangan yang
baru muncul, menuntut untuk meningkatkan pelayanan, melalui
penerapan teknologi informasi canggih, efektif dan efisien sebab
lebih aman dan mudah dalam melakukan proses transaksi sehari-
hari. Penerapan sistem sentralisasi dan desentralisasi sebagai
operasional baru pada perbankan mengikuti arah teknologi
mendorong perbankan untuk mentransformasi visi dan misi
sejalan dengan arsitektur sistem teknologi yang mampu
diterapkan secara nyata pada era Artificial Intelegent (Al) ini.
Nasabah layanan keuangan mulai menginginkan layanan
keuangan yang bukan hanya sekedar mengamankan dana pribadi,
namun lebih daripada itu memungkinan nasabah untuk
bertransaksi secara real time, mudah, cepat dan aman. Kepuasan
atas setiap layanan keuangan akan menjadi faktor penentu utama
bagi kelangsungan industri keuangan seperti dunia perbankan.
Pertumbuhan layanan keuangan secara daring didorong oleh pola
hidup masyarakat modern yang sangat bergantung dengan alat
elektronik seperti ponsel pintar sebagai sentral dari setiap
aktivitas kesehariannya, menciptakan potensi dan kesempatan
baru bagi pelaku kejahatan keuangan di dunia maya. Potensi
munculnya kejahatan dengan modus operandi yang baru akan
menimbulkan persoalan baru dan komplek bagi layanan
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perbankan di era revolusi industri ke empat. Kerjasama berbagai
pihak dalam hal ini pemerintah dan berbagai pihak dalam sistem
perbankan nasional harus mulai memperhatikan kemungkinan
atau potensi kriminal dalam dunia maya yang semakin canggih,
sehingga dalam merancang regulasi, undang-udang tersebut
mampu mengakomodasi bentuk kejahatan dunia maya baru di
masa depan.

KESIMPULAN

Kejahatan dunia maya, seperti pencurian data kartu kredit,
pembobolan rekening bank melalui internet banking, dilakukan
oleh profesional yang sangat paham teknologi informasi dan
mengerti prosedur serta mekanisme transaksi juga alur teknis
sistem jaringan komputer pada perbankan atau pada system bank
yang dijadikan target peretasan dan pembobolan. Jenis kejahatan
seperti ini dimungkinkan apabila ada pihak dalam perusahaan
perbankan atau pihak terafiliasi dengan target turut andil
melakukan pencurian data nasabah. Dalam beberapa kasus
pembobolan bank, banyak informasi yang dimanfaatkan oleh
peretas merupakan informasi rahasia yang hanya dapat dimiliki
oleh orang dalam bank atau pihak terafiliasi.

Para pelaku pencurian informasi rahasia nasabah perbankan
tersebut menggunakan modus operandi, seperti pembilan data
dan informasi nasabah, pemalsuan identitas dan dokumen,
pembukuan ganda, sampai menyiapkan website perbankan palsu
yang tampilannya mirip dengan website resmi bank target.
Kejahatan maya dalam perbankan merupakan kejahatan luar
biasa, sebab berhubungan erat dengan tingkat kesehatan bank
sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat, sedangkan bank
merupakan salah satu entitas yang menguasai hajat hidup orang
banyak, sehingga risiko kegagalannya akan memiliki dampak
sistemik bahkan sampai mengancam krisis ekonomi bagi suatu
negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan
perlu diantisipasi sejak dini. Kerjasama dari semua pihak harus
terus ditingkatkan, mengingat sistem operasi dan ekosistem
perbankan yang melibatkan stakeholder yang sangat luas.
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan maya dalam
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perbankan tidak dapat diberikan hanya kepada pihak penegak
hukum, sehingga bukan hanya penyebab kausif atau simptomatik
yang terselesaikan, namun penyebab secara ekosistem atau secara
menyeluruh bersifat komprehesif juga dapat diselesaikan secara
bersama. Pemerintah merupakan pihak pemilik otoritas pengawas
lembaga keuangan di Indonesia, juga aparat penegak hukum yang
berwenang harus memiliki instrumen yang tegas dalam
memberikan tindakan jera pagi pelaku kejahatan perbankan.
Proses penyelesaian dalam kerugian tindak kejahatan perbankan
tidak cukup hanya dengan pidana penjara saja, namun pelaku
kejahatan harus mengganti semua kerugian yang dialami oleh
bank maupun oleh nasabah bank yang telah dirugikan, sehingga
pelaku peretasan bank akan menjadi jera untuk mengulangi
perbuatannya, juga bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan
kejahatan maya, dalam hal ini hacker dalam perbankan.
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ABSTRAK

Ketentuan dan peraturan dalam bidang perbankan diatur oleh
beberapa peraturan perundang-undangan yang masing-masing
mempunyai fungsi dan tugas dalam melakukan pengaturan dan
pengawasan. Undang-Undang tentang Bank Indonesia berfungsi
sebagai bank sentral yang mempunyai fungsi pengaturan dalam
bidang perbankan; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai
fungsi melakukan pengawasan dan juga pengaturan dalam
bidang jasa keuangan termasuk didalamnya lembaga perbankan;
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai fungsi dan tugas
dalam hal melakukan perlindungan terhadap pengguna bank
(Nasabah) apabila bank mengalami gagal bayar. Dengan adanya
peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan, maka
pelaku dan pengguna perbankan akan mendapatkan
perlindungan dan kepastian hukum. Adapun peraturan
perundang-undangan dalam bidang perbankan diantaranya
yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004.

Kata Kunci: Peraturan, Perbankan, Pengawasan, Otoritas Jasa
Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan
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PENDAHULUAN

Perbankan adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan
dengan bank termasuk didalamnya menyangkut kelembagaan,
kegiatan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha bank. Sedangkan
bank  yaitu lembaga atau badan yang  dalam
pengoperasionalannya sebagai penghimpun dan penyalur dana
yang berasal dari masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank
dapat dalam bentuk tabungan, giro dan lainnya, sedangkan
disalurkan dengan sistem pemberian kredit (Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).
Pegawasan terhadap kegiatan usaha perbankan di Indonesia
dilakukan oleh lembaga independen sebagaimana diatur dalam
Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia yaitu tugas mengawasi bank akan
dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang
independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Peraturan yang mengatur tentang Kkegiatan usaha dalam
perbankan di Indonesia saat ini diatur dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa
bank dibedakan ke dalam dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka
(3)). Dengan demikian, maka bank umum dibedakan kedalam dua
jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berkaitan dengan
kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah
(Bank Syariah) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha dalam
perbankan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2004
yang diserahkan oleh Lembaga independen, adapun lembaga
independen tersebut yaitu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Pengaturan berkaitan dengan OJK ini diatur dalam

46



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.

Bab ini membahas tentang Peraturan dan ketentuan dalam sistem
perbankan yang merupakan bentuk kepastian hukum baik
terhadap pelaku usaha maupun konsumen (pengguna jasa
perbankan). Peraturan-peraturan tersebut dalam bentuk Undang-
Undang maupun Peraturan lain yang mempunyai legalitas
menurut peraturan perundangan. Bab ini juga membahas tentang
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perbankan seperti
lembaga-lembaga yang berhubungan dengan sistem perbankan
yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS).

LATAR BELAKANG

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU No. 10
Tahun 1998). Setiap negara menetapkan rencana pembangunan
ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan
kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakatnya. Dalam
mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan rencana pembangunannya
sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kendala
keterbatasan modal, ketidak tersediaan tenaga kerja yang handal
dan kendala lainnya (Sudirman, 2013). Bank sebagai lembaga
yang mendapat kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat,
harus memiliki kondisi yang sehat sehingga mampu menjalankan
tugas sebagai pengelola dana masyarakat dan memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat di sektor keuangan.
Perkembangan metode penilaian kondisi bank senantiasa bersifat
dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank harus
diatur kembali agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan
di waktu yang akan datang. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian
kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana
dalam menerapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.
Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatannya, bank
menggunakan faktor-faktor yang disebut CAMELS yang terdiri
dari modal (capital), kualitas aset (asset quality), manajemen
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(management), rentabilitas (earning), likuiditas (liquidity), dan
sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk)
(Sustika & Wiksuana, 2016). Daya saing bank akan berpengaruh
pada operasional bank. Bank dengan daya saing uang tinggi, akan
cenderung memiliki daya saing yang semakin tinggi dan
sebaliknya. Kemampuan dalam menghadapi perubahan dan
tingkat efisiensi bank merupakan cerminan dari daya saing suatu
bank (Muljawan, 2014).

Kerahasiaan dalam perbankan sangat penting guna memberikan
rasa aman bagi nasabah atau pengguna perbankan. Kerahasiaan
perbankan diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Meskipun
bank diwajibkan menjaga kerahasiaan tetapi pada saat tertentu
bank juga wajib memberikan informasi kepada pihak lain apabila
ada pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah atau pengguna
perbankan. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah
kerangka sistem perbankan di Indonesia yang akan memberikan
arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan secara menyeluruh
dengan rentang waktu lima sampai dengan sepuluh tahun yang
akan datang. Kebijakan yang digunakan oleh API diarahkan
untuk pengembangan industri perbankan di Indonesia. Arah
kebijakan tersebut dilandasi oleh visi yaitu untuk mencapai suatu
sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna. Arah
kebijakan tersebut juga guna menciptakan kestabilan sistem
keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional yang baik dan merata.

Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan
efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan
dalam rangka membantu pertun buhan ekonomi nasional

Sistem Infraslruklur
Struktur Pengawasan Pendukun
Perbankan : dyﬁﬂgd yang ¢
Independen
yang Sehat dan Efektit Mencukupi

Sistem
Pengaturan

yang
Efekl if

Industri Perlindungan
Perbankan Nasabaslll

yang Kuat
i

Pllar 2 ar Pi Pilar 5 ETS

Gambar 1: Arsitektur Perbankan Indonesia
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APl didalam menjalankan programnya memiliki visi untuk
mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien
guna terciptanya suatu kestabilan sistem keuangan yang baik
dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
secara nasional. Bentuk implementasi dari visi dalam bentuk
enam pilar yang mencakup:

1. Struktur Perbankan Yang Sehat dan Kuat,

2. Kualitas Pengaturan Perbankan Yang Efektif,

3. Fungsi Pengawasan Yang dilakukan Lembaga Independen,

4. Kualitas Peningkatan Industri Perbankan yang Kuat,

5. Infrastruktur Perbankan Yang Mencukupi, dan

6. Perlindungan Nasabah Yang Baik.

Peraturan tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi
API. Perkembangan dan persaingan perbankan saat ini
membutuhkan adanya suatu kepastian hukum terhadap sistem
pengelolaan dan juga terhadap pengguna jasa perbankan itu
sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-
Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 3
Tahun 2004 mengenai lembaga independen yang mempunyai
tugas mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan yaitu
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan adalah
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak
lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011).

OJK merupakan lembaga yang melakukan pengaturan terhadap
lembaga keuangan, hal ini merupakan salah satu faktor penting
untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi
kepentingan umum di satu sisi namun tetap memperhatikan ruang
pengembangan bisnis bagi industri perbankan (Ernama Santi,
Budiharto, 2017). Perbankan suatu saat dapat mengalami krisis
dan dimungkinkan dapat mengalami gagal bayar. Gagal bayar
tersebut dapat diakibatkan karena kerentanan risiko bank
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terhadap krisis. Gagal bayar yang dialami pada bank tersebut
tentunya dapat mempengaruhi terhadap masyarakat untuk
menggunakan bank dalam menyimpan uangnya. Untuk
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat penyimpan
dibentuklah lembaga penjamin simpanan berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesias Nomor 24 Tahun 2004. Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang mempunyai
tugas untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas pada sektor
keuangan, selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sektor perbankan. Dengan adanya LPS
masyarakat diharapkan tidak ragu dan khawatir menyimpan
uangnya di bank. Apabila terjadi krisis pada suatu bank, uang
masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan
pengembalian dari pemerintah (Sarasdewi Febryanti, Hendro
Saptono, 2016)

Metode penulisan pada bab ini dilakukan dengan menggunakan
metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu
pendekatan yanag mengacu pada hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan
normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum studi
kasus yang dengan kata lain sering disebut dengan penelitian
kepustakaan (Ashshofa, 2007:14). Adapun metode analisis yang
digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah
proses analisis terhadap data-data kualitatif dalam bentuk uraian
kemudian ditafsirkan atau dianalisis (Soekanto, 2018).
Sedangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk
memecahkan atau menyelesaikan bab ini sebagai berikut

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesia beserta perubahannya;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992
tentang perbankan beserta perubahannya;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
Tentang Lembaga Penjamin Simpanan beserta Perubahannya.
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Isu, kontroversi dan masalah

Sudut pandang ekonomi mikro dan makro ekonomi, perbankan
mempunyai pengaruh yang cukup panjang berdasarkan sejarah.
Dari perspektif ekonomi mikro efisiensi dalam perbankan sangat
penting, mengingat peningkatan persaingan  sehingga
membuthkan langkah-langkah untuk lebih meliberalisasi sistem
perbankan. Ini memicu masalah peningkatan efisiensi sebagai
salah satu prioritas utama regulator terhadap sektor perbankan
(Sufian & An, 2007). Efisiensi dalam perbankan sangat
dibutuhkan terutama dalam regulasi dan aturan. Aturan dalam
perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai
bank sentral mempunyai tugas dalam hal moneter, demikian juga
dalam hal memberikan pinjaman terhadap bank-bank yang ada di
Indonesia. Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1)
UU No. 6 Thn 2009 menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat
memberikan pinjaman kredit terhadap Bank yang mengalami
kesulitan pendanaan jangka pendek.

Pinjaman bank dari Bank Indonesia tentunya untuk membiayai
kredit nasabah. Besarnya jumlah kredit, serta adanya keterbatasan
terhadap likuiditas dan keinginan dalam hal membiayai usaha.
Keinginan membiayai tersebut membuat bank membentuk suatu
sindikasi. Melalui kredit sindikasi perbankan dapat memberikan
peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh dana dalam jumlah
besar serta untuk jangka waktu yang cukup panjang.
Pertimbangan lain pemberian kredit sindikasi karena kredit
tersebut mencapai jumlah yang besar dan juga membawa risiko
yang terlalu besar bagi bank. Pemberian kredit yang terlalu besar
pada suatu debitur mengandung risiko yang tinggi. Meskipun
kreditur mampu membiayai kredit dalam jumlah besar tetapi
karena pertimbangan risiko maka diperlukan upaya pemerataan
risiko (spread of risk) dari fasilitas kredit yang diberikan. Adanya
aturan mengenai legal lending limit atau Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK), juga merupakan pertimbangan bank
dalam membentuk sindikasi untuk dapat membiayai kredit
nasabah (Umardani, 2016). Master Plan Sektor Jasa Keuangan
Indonesia (MPSJKI) periode 2020-2024 di Indonesia berfokus
kepada lima area, pelaksanaannya diharapkan untuk dapat
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menigkatkan kinerja dalam sektor jasa keuangan. Lima sektor

tersebut sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan dan daya saing dengan mengakselerasi
konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa
keuangan;

2. Akselerasi transformasi digital;

3. Percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan;

4. Perluasan literasi keuangan serta integritas pasar dan lembaga
jasa keuangan;

5. Percepatan pengawasan bebasis teknologi.

Peraturan dan ketentuan dalam perbankan di Indonesia dapat
dilihat dari beberapa peraturan berdasarkan kewenangan dari
masing-masing lembaga sebagai berikut:

1. Bank Indonesia

Bank sentral Indonesia (sering disebut dengan Bank Indonesia)
bukan merupakan produk Revolusi Nasional 1945-1949, seperti
halnya Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Indonesia lahir
Tahun 1952 merupakan sebuah produk politik karena perasaan
nasionalisme masyarakat baru merdeka meningkat dan
mendorong terjadinya nasionalisasi De Javasche Bank milik
Belanda. Karena itu, kendati harus bekerja secara teknikal,
kehadiran Bank Indonesia mempunyai misi sosial-politik (Ali,
2012). Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan
sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas
moneter (Zaini, 2013).

Kedudukan Bank Indonesia tidak dapat disamakan dengan
lembaga lain seperti kementerian atau lembaga pemerintah
lainnya, karena kedudukan Bank Indonesia diluar pemerintah.
Status dan kedudukan Bank Indonesia yang khusus yaitu sebagai
bank sentral dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagai
otoritas moneter. Oleh karena itu Bank Indonesia merupakan
lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya
(Pinilih, 2017). Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki
wewenang melakukan kebijakan sendiri berakitan dengan
sasaran-sasaran moneter serta mengendalikan moneter dengan
menggunakan berbagai instrumen sebagaimana dipergunakan
oleh bank sentral. Instrumen moneter tersebut seperti penetapan
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terhadap cadangan wajib minimum pada bank, dan melakukan
pengaturan terhadap kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh
bank. Bank Indonesia sebagai bank sentral dilarang memberikan
pinjaman kepada pemerintah atau Negara Indonesia, baik secara
langsung maupun melalui pembelian surat utang negara di pasar
primer. Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman dengan
pengecualian dalam rangka penanganan kesulitan terhadap bank
yang berdampak sistemik. Kewenangan seperti ini dapat
dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tingkat independensi
instrumen yang cukup tinggi (Imaniyati, 2008).

Tujuan Bank Indonesia yaitu Untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai Rupiah, berdasarkan tujuan tersebut dalam pasal
15 UU No 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran, Bank Indonesia berwenang:

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan tentang kegiatannya;

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Sedangkan tugas mengatur dan mengawasi bank diatur dalam
Pasal 24-33 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia (UU No.
23 Tahun 1999). Tugas mengatur dan mengawasi Bank yaitu:

a. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank
Indonesia  berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan
perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 24 ayat
1);

b. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia:

i. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
ii. memberikan izin  pembukaan, penutupan, dan
pemindahan kantor Bank;
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iii. memberikan  persetujuan atas kepemilikan  dan
kepengurusan Bank;

iv. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan usaha tertentu;

c. Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan
laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 26 ayat (1);

d. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik
secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan (Pasal
29 ayat (1);

e. Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk
menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan
transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia
terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana
di bidang perbankan (Pasal 31 ayat (1);.

f. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia wajib mengirim tim
pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut
(Pasal 31 ayat (2);

g. Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak diperoleh
bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut
perintah penghentian transaksi (Pasal 31 ayat (3);

h. Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem
informasi antarbank (Pasal 32 ayat (1);

i. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank
Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang
bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau
terjadi  kesulitan  perbankan yang  membahayakan
perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan
tindakan sesuai dengan undang-undang perbankan yang
berlaku (Pasal 33).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang
Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23
tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 34 ayat (1)
menyebutkan bahwa Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen.
Berdasarkan ketentuan tersebut dibentuklah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan. Jika dilihat dari UU OJK tersebut, terdapat
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keterlambatan dalam pembentukan lembaga independen sebagai
pengawas perbankan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 34
ayat (2) yaitu pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), akan dilaksanakan selambat-
lambatnya 31 Desember 2010. Berdasarkan perintah dari UU
Bank Indonesia maka dengan adanya lembaga independen (OJK)
maka pengawasan beralih kepada lembaga independen (OJK).
Dengan adanya OJK, maka tugas mengatur dan mengawasi
perbankan dari Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal
8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal
29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 beralih kepada OJK.

Adapun tugas dan kewenangan Bank Indonesia terhadap
perbankan juga diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Adapun beberapa peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia

berkaitan dengan Perbankan yang digunakan oleh OJK dalam

melakukan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI1/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/10/PBI1/2009 tentang Unit Usaha Syariah;

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI1/2013 tanggal 12
Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum;

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI1/2013 tanggal 22
November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan
Penyertaan Modal,

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
12/19/PBI1/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum
Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing;

e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI1/2013 tanggal 20
Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut
Pengawasan Bank Umum Konvensional;

f. Peraturan Bank Indonesia 15/1/PBI1/2013 tanggal 18 Februari
2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan;

g. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI1/2012 tanggal 28
Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian

55



Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank
Umum;

h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tanggal 26
Desember 2012 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada
Perbankan Indonesia;

i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI1/2012 tanggal 28
November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum:;

j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13
Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;

I. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI1/2009
Tentang Bank Umum);

m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen
dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai
fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK)
termasuk didalamnya perbankan sebagaimana dimaksud dalam
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan lembaga Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya mengantisipasi adanya
krisis yang mengancam keuangan global. Pembentukan OJK di
Indonesia dilandasi adanya dorongan dan motivasi untuk
memberikan peningkatan kualitas terhadap pengawasan lembaga
Keuangan secara terintegrasi, antara lain: Lembaga Perbankan,
Pasar Modal, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Non Bank.
Kehadiran OJK pada sektor keuangan di Indonesia diharapkan
dapat membantu kelancaran terhadap seluruh kegiatan lembagad
jasa keuangan, sehingga dengan adanya pengaturan maka
kegiatan jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik, dan
memberikan dampak positif bagi perkembangan dan
pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang lebih baik (Zaini,
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2013). Peraturan negara tentang kegiatan perbankan termasuk
regulasi perbankan dan pengawasan perbankan sangat perlu dan
penting guna memperoleh landasan dalam operasional perbankan
(Olga, Vladyslav, & Student, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan
undang-undang tersebut OJK efektif bekerja dalam menjalankan
tugas dan fungsi pengawasan bidang perbankan dimulai tanggal
31 Desember 2013 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat
(2) UU OJK. Dengan berlakunya tugas dan fungsi OJK dalam
bidang perbankan maka tugas, fungsi Bank Indonesia berkaitan
dengan pengawasan beralih pada OJK yaitu sebagaimana termuat
dalam Pasal 69 UU No 21 Tahun 2011 yaitu fungsi, tugas, dan
wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf ¢, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana juga
telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)
beralih kepada OJK

Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Tujuan dari adanya pengaturan dan pengawasan terhadap Bank,
OJK dalam hal ini berwenang melakukan pengaturan serta
pengawasan dengan tujuan agar sistem perbankan dapat
terselenggara dengan teratur, adil, transparan dan akuntabel. OJK
juga dalam hal tujuan melakukan pengaturan dan pengawasan
pada Bank, mengoptimalkan agar lembaga perbankan
mempunyai kemampuan dalam hal mengatur sistem keuangan
yang stabil dan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Demikian
juga tujuan lain dari pengaturan dan pengawasan bank. OJK
dalam hal ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap
kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna bank. Dengan
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kata lain, tujuan adanya pengaturan dan pengawasan bank yang
dilakukan dapat mewujudkan terjadinya peningkatan terhadap
pertumbuhan ekonomi yang stabil dan baik.

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Yang Dilakukan OJK
Terhadap Bank

1) Kewenangan memberikan izin (right to license).
OJK diberikan kewenangan untuk memberikan izin terhadap
bank. Adapun kewenangan memberikan izin sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 UU OJK yaitu kewenangan memberikan
izin mendirikan bank, pembukaan kantor bank, anggaran
dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber
daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank.
Sehingga apabila adanya suatu bank baru didirikan harus
meminta izin pembukaan bank pada OJK beserta kelengkapan
lainnya yang harus dipenuhi termasuk berkaitan dengan rasio
permodalan.

2) Kewenangan untuk mengatur (right to regulate).
OJK dalam melaksanakan kewenangan mengatur hingga saat
ini masih mengacu pada ketentuan UU Bank Indonesia
termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia,
sehingga kewenangan mengatur saat ini masih belum
digunakan secara maksimal oleh OJK sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK. Hal ini terjadi karena
adanya dua peraturan/ undang-undang yang mengatur tentang
kewenangan mengatur berkaitan dengan Bank. Berdasarkan
UU Bank Indonesia bahwa kewenangan mengatur ada pada
Bank Indonesia sedangkan pengawasan diserahkan pada OJK.

3) Kewenangan untuk mengawasi (right to control).
Berdasarkan UU Bank Indonesia bahwa kewenangan
mengawasi bank diserahkan kepada lembaga independen.
Dengan adanya UU OJK maka pengawasan terhadap lembaga
perbankan ada pada OJK, hal ini sesuai dengan Pasal 34 UU
Bank Indonesia. Berdasarkan UU OJK kewenangan
mengawasi diatur dalam Pasal 6 dan 7. Pengawasan yang
dilakukan OJK meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank,
dan aspek kehati-hatian bank.

4) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose
sanction).
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Kewenangan OJK dalam hal mengenakan sanksi terhadap
bank, apabila bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
yang berlaku berkaitan dengan bank seperti kelembagaan,
permodalan dan lainnya. Adapun kewenangan memberikan
sanksi diatur dalam Pasal 8 huruf (i) UU OJK, bentuk sanksi
yang dapat diberikan oleh OJK kepada bank dapat berupa
sanksi administrasi hingga pencabutan izin bank itu sendiri.
5) Kewenangan untuk melakukan penyidikan (right to
investigate)
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 49, kewenangan
untuk melakukan penyidikan pada lembaga perbankan
dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara Republik
Indonesia serta dapat dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan OJK. Penyidikan yang dilakukan oleh OJK
apabila ada unsur pidana yang dilakukan oleh lembaga bank
atas adanya laporan dari masyarakat.

Sistem Pengawasan Bank

OJK dalam melaksanakan sistem pengawasan terhadap

perbankan menggunakan cara pendekatan. Adapun pendekatan

yang dilakukan oleh OJK dalam melaksanakan sistem
pengawasannya yaitu:

1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based

Supervision/CBS):
OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan
pengawassan dalam bidang kepatuhan bank dilakukan dengan
cara memperhatikan dan melakukan penelitian terhadap bank
tentang kepatuhan bank terutama terhadap prinsip kehati-
hatian bank. Prinsip kehati-hatian bank tidak dapat dilepaskan
dari risiko yang akan dihadapi oleh bank serta sistem tata
kelola Bank.

2) Pengawasan/pemeriksaan bank berdasarkan manajemen risiko
Risiko dalam dunia perbankan merupakan hal yang harus
diperhatikan, hal ini dikarenakan berkaitan dengan keuangan
dan dampak keuangan secara nasional. Beberapa risiko yang
dihadapi oleh bank sebagai berikut:
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a) Risiko kredit, yaitu risiko yang dihadapi oleh bank karena
adanya kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya
yang dilakukan oleh bank atau nasabah.

b) Risiko pasar, yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank
berkaitan dengan adanya perubahan pasar keuangan seperti
adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari
portofolio yang dimiliki oleh bank sehingga bank dapat
mengalami kerugian. Kerugian juga dapat ditimbul karena
adanya perubahan terhadap suku bunga acuan bank yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

c¢) Risiko likuiditas, yaitu risiko yang dihadapi oleh bak
disebabkan oleh adanya ketidak-mampuan bank dalam
memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

d) Risiko operasional, yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh
bank disebabkan adanya ketidak-cukupan modal, tidak
berjalannya sistem pengawasan internal serta adanya
kesalahan yang dilakukan oleh manusia sehingga
mengganggu operasional bank itu sendiri.

e) Risiko hukum, yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank
barkaitan dengan adanya ketidak-pastian dari suatu regulasi
atau aturan hukum atau adanya kekosongan aturan hukum
dalam bidang perbankan seperti perlindungan hukum
terhadap benda jaminan yang akan dilakukan eksekusi. Hal
ini dikarenakan banyaknya benda jaminan yang sulit untuk
dilakukan eksekusi.

f) Risiko reputasi, yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank
dikarenakan adanya penilaian negatif yang dipublikasikan
atau disebarkan sehingga dapat menimbulkan persepsi
negatif oleh nasabah atau masyarakat luas. Dengan adanya
persepsi negatif dapat mengganggu reputasi bank dan dapat
mengalami gangguan dalam operasional bank itu sendiri.

g) Risiko strategi, yaitu suatu risiko yang disebabkan karena
adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank dan
pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang
responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

h) Risiko kepatuhan, yaitu suatu risiko yang disebabkan
karena adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang perbankan.
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Risiko kredit, ukuran bank, dan CAR (Capital Adequacy Ratio)
berpengaruh terhadap efisiensi bank. Semakin tinggi risiko suatu
bank, maka akan berdampak negatif terhadap bank dalam
menjalankan operasionalnya. Bank akan memerlukan biaya yang
cukup tinggi untuk mengkaver risiko tersebut. Ukuran bank akan
berpengaruh negatif terhadap efisiensi bank dalam menjalankan
operasionalnya (Haryanto, 2018).

Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas
Pengawasan Bank

1) Sistem Informasi Perbankan

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi
yang digunakan oleh pengawas bank. SIP digunakan dalam
rangka kegiatan untuk melakukan analisis terhadap kondisi
bank serta dalam rangka melakukan penilaian Tingkat
Kesehatan (TKS) bank. Dalam pelaksanaan analisis dan
penilaian dilakukan dengan melalui pendekatan risiko (Risk
Based Bank Rating/RBBR). Hal tersebut dilakukan untuk
mempercepat perolehan informasi tentang kondisi keuangan
bank, meningkatkan keamanan dan integritas data serta
informasi perbankan. SIP digunakan untuk mendukung tugas
pengawasan bank olen OJK melalui informasi yang
berkualitas. Informasi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip
sebagai berikut:

a) SIP diarahkan sebagai business tool yang merupakan suatu
media penyajian informasi dengan cepat dan tepat serta
mempunyai level strategis;

b) SIP merupakan suatu informasi yang disediakan bersifat
makro, individual bank, dan informasi lain berkaitan
dengan lingkungan bisnis dari bank;

c¢) SIP merupakan integrasi data-data perbankan yang tersebar
pada sistem yang berbeda-beda.

2) Sistem Informasi Debitur
Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem infromasi yang
tersedia untuk digunakan oleh debitur, baik perorangan
maupun badan usaha. SID dibentuk dan dikembangkan guna
mendukung OJK dalam melakukan tugas pengawasan
terhadap perbankan, serta digunakan untuk menunjang
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kegiatan operasional Industri Keuangan Non Bank (IKNB),
Khususnya yang Dberkaitan dengan sistem pengelolaan
manajemen risiko. SID merupakan informasi yang dihimpun
tersebut mencakup data pokok debitur, pengurus dan pemilik
badan usaha, informasi fasilitas penyediaan dana yang
diterima debitur (kredit, kredit kelolaan, surat berharga,
irrevocable L/C, garansi bank, penyertaan, dan/atau tagihan
lainnya), agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur.

Sistem Investigasi Perbankan Yang Dilakukan OJK

Kerentanan yang dimiliki oleh bank membuka peluang-peluang
terhadap penyimpangan pada ketentuan dan peraturan perbankan
atau fraud. Penyimpangan yang dilakukan dapat mengganggu
sistem operasional serta dapat menjadi risiko bank terhadap
reputasi bank itu sendiri. Perbuatan fraud pada perbankan dapat
dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang
Saham, pegawai bank, pihak terafiliasi dengan bank, atau pihak-
pihak lainnya. OJK dalam melaksanakan tugas pokok terhadap
pengaturan dan pengawasan bank, dapat mengetahui adanya
penyimpangan Yyang dilakukan oleh perbankan terhadap
ketentuan dan peraturan perbankan tersebut, diperolah dari hasil
melakukan pengawasan dan/ atau menerima informasi terhadap
adanya penyimpangan yang dilakukan oleh bank serta dapat
diperoleh informasi dari pihak lain. Bila ada temuan
penyimpangan terhadap ketentuan dan peraturan perbankan, OJK
akan melakukan tindaklanjut dengan melakukan pemeriksaan
bersama dengan satuan kerja pengawasan bank, Kantor Regional
OJK atau Kantor OJK. Apabila terhadap penanganannya
diperlukan lebih lanjut dengan investigasi, maka OJK akan
melakukan investigasi terhadap penyimpangan ketentuan dan
peraturan yang dilakukan oleh bank. Apabila penyimpangan yang
dilakukan oleh bank berindikasi adanya tindak pidana perbankan
(tipibank), maka OJK melakukan kerjasama dengan pihak yang
terafiliasi dengan bank dan/atau pihak lain.

Berdasarkan UU OJK bahwa kewenangan melakukan penyidikan
pada sektor jasa keuangan diantaranya perbankan ada pada OJK.
OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang
diindikasikan melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan
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perbankan. Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
OJK menghasilkan bahwa bank tersebut telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana perbankan, maka hasil investigasi atau
pemeriksaan yang telah dilakukan akan dilimpahkan kepada
satuan kerja terkait untuk dilakukan penyidikan dan selanjutnya
dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang.

Edukasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Perlindungan konsumen dan/atau masyarakat merupakan salah
satu tugas yang dimiliki oleh OJK berdasarkan Pasal 4 UU Nomor
21 Tahun 2011 tentang OJK. Lebih lanjut berkaitan dengan
perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diatur dalam Pasal

28 yang menyatakan bahwa dalam rangka memberikan

perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat, OJK berwenang

melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan
masyarakat. Tindak pencegahan yang dilakukan oleh OJK yang
meliputi:

1) Melakukan edukasi dan memberikan informasi kepada
masyarakat secara luas terhadap ciri dan karakteristik sektor
jasa keuangan, layanan, dan produknya;

2) Melakukan penghentian terhadap Lembaga Jasa Keuangan
(LPK) apabila kegiatan yang dilakukan oleh LPK berpotensi
dapat merugikan masyarakat; dan

3) Melakukan tindakan lainnya yang tidak bertentangan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada
sektor jasa keuangan.

Edukasi yang dilakukan oleh OJK dalam rangka memberikan
perlindungan konsumen dan masyarakat berfungsi sebagai pilar
penting dalam sektor jasa keuangan khususnya perbankan.
Konsep edukasi yang dilakukan oleh OJK kepada masyarakat
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dan
masyarakat pada sektor jasa keuangan dalam pelaksanaannya
dibagi menjadi dua yaitu:

1) Bersifat preventif (preventive actions)

Preventive actions dilakukan oleh OJK sebagai bentuk tugas dan
kewenangan pengaturan dan pelaksanaan dalam edukasi. Edukasi
yang dilakukan dapat melalui berbagai media serta cara lainnya.
Edukasi yang bersifat preventif sangat diperlukan dan perlu
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dilakukan sebagai langkah dalam memberikan pemahaman
kepada konsumen dan atau masyarakat terhadap sektor jasa
keuangan yang lebih baik. OJK dalam memberikan edukasi
terhadap masyarakat merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap
konsumen sebagaimana telah diperintahkan oleh UU OJK. Dalam
pelaksanaan kegiatan yang bersifat preventif ini, OJK harus dapat
memastikan bahwa prinsip-prinsip terhadap perlindungan
konsumen dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan telah
terpenuhi dengan baik yang dibuktikan dengan produk dan jasa
yang ada pada lembaga jasa keuangan tersebut.

2) Bersifat represif (represive actions)

Represive actions digunakan oleh OJK untuk melakukan
penyelesaian terhadap adanya pengaduan, serta memberikan
fasilitasi dalam rangka penyelesaian sengketa perbankan, bentuk
represif yang digunakan oleh OJK dapat berupa penghentian
kegiatan atau tindakan lain. Represive actions yang dilakukan
oleh OJK merupakan bentuk pembelaan hukum terhadap
perlindungan konsumen. OJK dalam melakukan tindakan
preventif dan represif lebih mengarah kepada financial inclusion
dan stabilitas sistem keuangan. OJK dalam melaksanakan
fungsinya dalam bidang edukasi yaitu memberikan perlindungan
kepada konsumen. Fungsi edukasi yang dilakukan tersebut
dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan rasa percaya diri
dari masyarakat untuk dapat menggunakan produk dan jasa
keuangan, serta untuk dapat menciptakan pasar yang wajar dan
teratur. Stabilitas, pertumbuhan ekonomi, efisiensi, serta adanya
inovasi bidang keuangan dapat terjaga dengan baik dengan
adanya kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat dalam
menggunakan produk dan jasa dari lembaga jasa keuangan
tersebut. Kepercayaan dan keyakinan yang ada dari masyarakat
merupakan syarat mutlak terhadap perkembangan lembaga jasa
keuangan terlebih lagi terhadap perbankan yang salah satu
fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dengan
tingginya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap bank
tentunya dapat memberikan efek yang baik terhadap bank,
sehingga masyarakat mempercayakan melakukan penyimpanan
dana terhadap bank tersebut.
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Gambar 2: Konsep Edukasi dalam rangka memberikan
Perlindungan terhadapKonsumen

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk tahun 1998
berdasarkan pengalaman krisis moneter, pembentukan LPS
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Adanya LPS memberikan
ketentuan terhadap sistem penjaminan mengalami perubahan
yang signifikan. Adapun perubahan tersebut adalah
dihapuskannya blanket guarantee, yaitu penjaminan seluruh
kewajiban bank, tanpa ada batasan nilai menjadi limited
guarantee, Yyaitu penjaminan secara terbatas. Berdasarkan
Undang-Undang tersebut, LPS merupakan lembaga independen
yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut
aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai
kewenangannnya (Prawitra Thabib, 2018). Lembaga Penjamin
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Simpanan selain berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah
penyimpan juga berfungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas
sistem perbankan (Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004 ). Eksistensi
dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang utama adalah
menciptakan kepercayaan masyarakat atau pengguna perbankan
kepada institusi perbankan, hal ini merupakan bentuk
perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan perbankan yang
diberikan oleh pemerintah (Sarasdewi Febryanti, Hendro
Saptono, 2016).

Penjaminan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap

nasabah penyimpan dana pada perbankan. Berdasarkan peraturan

perbankan yang ada hukum memberikan 2 (dua) cara terhadap
nasabah untuk melindungi diri yaitu secara implisit dan eksplisit

(Karundeng, 2015). Adapun 2 cara tersebut sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum secara implisit  (implicit deposit
protection), yaitu merupakan perlindungan yang diperoleh
melalui:

i. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 beserta
perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011);

ii. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan
pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank
Indonesia;

iii. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu
lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap
system perbankan pada umumnya.

iv. Memelihara tingkat kesehatan bank.

v. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

vi. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan
kepentingan nasabah.

vii. Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara Eksplisit, yaitu perlindungan diperoleh
melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan
masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
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Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
penjaminan simpanan;

Melaksanakan penjaminan simpanan;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut
aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;

Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan
penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak
berdampak sistemik, dan;

Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak
sistemik.

Sedangkan berkaitan dengan kewenangan dari Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Pasa 6
sebagai berikut:

a.
b.

C.
d.

Menetapkan dan memungut premi penjaminan;

Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama
kali menjadi peserta;

Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank,
laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank
sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;

Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas
data sebagaimana dimaksud pada huruf d;

Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran
Klaim;

. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain

untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS,
guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang
penjaminan simpanan; dan menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam rangka melakukan penyelesaian dan penanganan bank
gagal (Pasal 6 ayat (2), LPS mempunyai kewenangan sebagai
berikut:

a.

b.

Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang
pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank gagal
yang diselamatkan;
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Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau
mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank gagal yang
diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank, dan;

. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan

debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

LPS dalam menjalankan tugas dan kewenangan dapat melakukan
tindakan dalam bentuk meminta data, informasi, dan atau
dokumen kepada pihak lain berkaitan dengan penanganan
perbankan tentang bank gagal. Sedangkan pihak yang terkait
wajib memberikan data, informasi, dan atau dokumen kepada
LPS (Pasal 7). Simpanan yang dijamin oleh LPS yaitu:

a.

Simpanan nasabah dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat
Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan
dengan itu;

Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang

dijamin meliputi:

i. Giro berdasarkan prinsip Wadiah;

ii. Giro berdasarkan prinsip Mudharabah;

iii. Tabungan berdasarkan prinsip Wadiah;

iv. Tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlagah
atau prinsip Mudharabah Mugayyadah yang risikonya
ditanggung oleh bank;

v. Deposito berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlagah
atau prinsip Mudharabah mugayyadah yang risikonya
ditanggung oleh bank; dan/atau

vi. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang
ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal

dari bank lain.

. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada

tanggal pencabutan izin usaha bank.
Saldo tersebut berupa:

I. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak
nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi
hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;

ii. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah,
untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
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iii. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan
menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet,
untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

f. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank
adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan
nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun
rekening gabungan (joint account);

g. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang
diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening
gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah
pemilik rekening;

h. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening
gabungan (joint account), saldo rekening yang terlebih dahulu
diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal;

i. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara
tertulis  diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain
(beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan
sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang
bersangkutan;

j. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank
adalah paling banyak sebesar dua milyar rupiah yang berlaku
mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Penjaminan hanya berlaku bagi bank yang terdaftar sebagai
peserta pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 UU NO. 24 Tahun 2004 menyebutkan bahwa
setiap bank yang melakukan usaha di bidang keuangan perbankan
dan beroperasi di wilayah Indonesia wajib menjadi peserta
penjaminan. Sedangkan bank tidak terdaftar kepesertaan kedalam
penjaminan bertanggungjawab terhadap simpanan nasabah yang
tidak dijamin oleh LPS yaitu bank melakukan pengembalian dana
kepada nasabah yang tidak mendapatkan jaminan oleh LPS
sebagai bentuk pertanggungjawaban bank. Demikian juga
terhadap kelebihan simpanan yang tidak dijamin oleh LPS yaitu
sebesar dua milyar rupiah, dimana bank tidak dicabut ijinnya
maka kelebihan menjadi tanggung jawab bank itu sendiri (Astari
& Westra, 2019).
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4. Kerahasiaan Bank

Bank pada asasnya diharuskan untuk merahasiakan serta
melindungi terhadap informasi mengenai nasabah. Kerahasiaan
bank sangat dibutuhkan mengingat dengan adanya kerahasiaan
pada bank dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada
bank sehingga nasabah merasa aman dan nyaman dan melakukan
penyimpanan uang di bank. Kerahasiaan bank menjadikan bank
sebagai lembaga yang bisa dipercaya. Bagi pihak yang
menginginkan non-disclosure, kepentingan agar kerahasiaan
bank dipegang teguh menjadikan nasabah penyimpanan percaya
diri jika uang yang disimpan pada bank menjadi aman, bebas atas
penyalahgunaan dari pihak lain yang melakukan pencurian
kondisi keuangan nasabah penyimpanan secara melawan hukum
(Husein, 2010).

Bank berkewajiban untuk dapat memelihara rasa percaya dari
masyarakat terhadap bank dalam hal menyimpan dananya, hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara selalu menjaga kerahasiaan
nasabah. Kerahasiaan bank menjadi tonggak penting dalam
memberikan rasa percaya kepada masyarakat terhadap bank,
sehingga bank wajib selalu menjaga dan memelihara kerahasiaan
secara terus menerus. Tonggak-tonggak lain yang harus
diperhatikan oleh bank meliputi prinsip hati-hati, kesehatan bank
serta kepentingan adanya jaminan termasuk jaminan dalam hal
terjadinya gagal bayar oleh bank. Pengaturan terhadap kerahasian
bank diatur pada bab khusus mengenai kejahatan perbankan
tepatnya pada Bab VII UU Perbankan. Pengaturan kerahasiaan
bank ini menempatkan bank dalam kondisi antagonis. Pasal 40
UU Perbankan mewajibkan bank harus menjaga kerahasiaan
nasabah yang menyimpan dana, tetapi dalam keadaan tertentu dan
dimungkinkan oleh Undang-Undang, bank dapat membuka
rahasia atau memberikan informasi nasabah kepada pihak lain
berkaitan dengan adanya pelanggaran dari nasabah.

Bentuk-bentuk informasi yang dapat diberikan oleh bank

berkaitan dengan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Perbankan yaitu:

a) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan
kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia
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Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia
memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk
memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan
Nasabah Debitur (Pasal 41A);

b) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan
Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa,
atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai
simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42);

c) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya,
direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan
kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang
bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan
dengan perkara tersebut (Pasal 43);

d) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi
bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya
kepada bank lain (Pasal 44). Berkaitan dengan tukar menukar
informasi antar bank diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor : 2/19 /PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pemberian Perintah Atau lIzin Tertulis Membuka
Rahasia Bank

e) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah
Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib
memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah
Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang
ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut, demikian juga
dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli
waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan
berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah
penyimpan tersebut (Pasal 44 A).

Selain bentuk-bentuk informasi yang dapat diberikan kepada
pihak lain sebagaimana diatur dalam UU Perbankan tersebut,
terdapat pula beberapa pengecualian lain yang menjadikan
rahasia bank boleh diungkapkan yakni untuk kasus yang
berkaitan dengan kejahatan TPPU sesuai Pasal 33 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) dan juga untuk
kasus yang terkait kejahatan korupsi sebagaimana dijelaskan
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dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU Tipikor (Santika,
2019).

Menurut Muhammad Djumhana (2008:169), kerahasiaan pada
perbankan lebih baik masuk ke dalam hukum perdata, sehingga
sangat menarik dan memberikan untung dibanding kedalam
hukum pidana. Hal tersebut mengingat kerahasiaan keuangan
perusahaannya agar tidak diacak-acak oleh penyidik dan
penyimpan dananya tidak dipidana. Dari sudut internal bank
berkewajiban merahasiakan keterangan tentang nasabahnya tidak
diatur dalam kontrak penyimpanan dana di bank, namun pada
umumnya dicantumkan dalam peraturan perusahaan tentang
kewajiban pegawai bank untuk menjaga kerahasiaan keadaan
keuangan nasabah sesuai dengan yang diperintahkan oleh UU
Perbankan.

SOLUSI DAN REKOMENDASI

Bank Indonesia berdasarkan Pasal 8 UU No. 23 Thn 1999
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Pada point ¢ menegaskan bahwa tugas pengaturan dan
pengawasan ada pada Bank Indonesia, tetapi didalam Pasal 34
UU No 3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas pengawasan
pada lembaga keuangan diserahkan kepada lembaga independen
dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian juga
terhadap pengaturan perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 34
tersebut telah terjadi keterlambatan dalam pembentukan lembaga
indenpenden dalam sektor jasa keuangan bidang perbankan yang
seharusnya dibentuk paling lambat 31 Desember 2010 tetapi baru
terbentuk pada tahun 2011 dan peralihan baru dapat dilakukan
pada tanggal 31 Desember 2013. Dengan beralihnya tugas, fungsi
dan wewenang Bank Indonesia mengenai pengaturan dan
pengawasan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
maka terjadi pemisahan kewenangan antara Bank Indonesia
dengan OJK. Adapun pemisahan kewenangan tersebut yaitu
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Bank Indonesia hanya berwenang mengenai penetapan dan
pelaksanaan kebijakan moneter, mengatur  dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, serta memberikan bantuan dalam
bentuk kredit kepada bank yang sedang mengalami kesulitan
permodalan. Selain itu juga Bank Indonesia mempunyai hak
mengatur tentang menentukan suka bungan acuan bank.
Sedangkan OJK berwenang dalam hal pengaturan dan
pengawasan terhadap operasional perbankan seperti pemberian
izin terhadap pembukaan bank.

Peralihan dalam bidang pengawasan perbankan dilakukan karena
banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan
termasuk dalam bidang perbankan, yang meliputi tindakan moral
hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa
keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin
mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di
sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Adapun tujuan
dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan
dalam bidang perbankan dapat terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem
keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Dengan tujuan ini, OJK  diharapkan dapat mendukung
kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu
meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu
menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber
daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan pada
sektor perbankan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif
globalisasi.

Berdasarkan hal tersebut tentunya pelaku perbankan di Indonesia
agar dapat mencermati dan melakukan analisis dengan berbagai
peraturan yang sumbernya tidak dari satu lembaga atau satu
Undang-Undang melainkan dari berbagai lembaga atau berbagai
Undang-Undang.  Pelaku dan pengguna perbankan harus
memperhatikan peraturan yang berlaku dalam perbankan seperti
mengenai kebutuhan kesulitan modal bank untuk membiayai
kredit tentunya bank dapat melakukan pinjaman kepada Bank
Indonesia. Bank Indonesia juga mengatur sistem kliring antar
bank. Tetapi terhadap pembukaan bank, pelaku perbankan
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memperhatikan peraturan tentang OJK dan peraturan pelaksana
lainnya. Demikian juga kepastian hukum terhadap pengguna
bank dalam jaminan terhadap dana yang disimpan
memperhatikan peraturan tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS). Demikian juga perbankan wajib memperhatikan
kerahasiaan perbankan yaitu menjaga kerahasiaan informasi
nasabahnya terkecuali adanya tindakan dari nasabah yang
melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang
berlaku.

Pelaku perbankan dalam memahami peraturan dan ketentuan
harus memperhatikan resiko yang akan dihadapi oleh perbankan
baik resiko dalam melakukan pelanggaran atau melanggar aturan
tentang kesehatan bank. Adapun siklus pengawasan yang
dilakukan olen OJK terdapat pada gambar 3. Bank dalam
menjalankan usahanya wajib memperhatikan ketentuan dalam
bidang perbankan vyaitu menjaga kerahasiaan nasabah.
Kerahasiaan nasabah atau pengguna perbankan sangat penting
guna memberikan keyakinan terhadap nasabah untuk menyimpan

dana pada bank.

Informasi Forum Panel

1. Pemahaman
terhadap bank

6. Tindakan
Pengawasan dan
Monitoring

2. Penilaian Risiko
dan TKS Bank

Profil Risiko dan TKS
Bank

SIKLUS RBS

. Perencanaan
Pengawasan

5. Pengkinian Profil
Risiko dan TKS Bank

Strategi Pengawasan
Tahunan

Rencana Kerja
Pemeriksaan

4. Pemeriksaan Berdasarkan
Risiko

Laporan Hasil
Pemeriksaan

Gambar 3: Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko
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Adapun harapan industri perbankan dengan adanya peralihan
tugas, fungsi dan kewenangan dalam bidang pengaturan dan
pengawasan bidang perbankan yang dilakukan oleh OJK vyaitu
lebih mempermudah dan menjadi lebih efisien serta menjadikan
sistem satu pintu dalam bidang pengawasan perbankan. Dengan
adanya peralihan tersebut, maka Bank Indonesia terlepas dari
pandangan negatif seperti terpusatnya kekuasaan dan regulasi
serta konflik kepentingan.

ARAH PENELITIAN MASA DEPAN

Peraturan dan ketentuan dalam Perbankan sangat dibutuhkan
karena sebagai pedoman perbankan dalam menjalankan usaha.
Peraturan dan ketentuan dalam perbankan juga sebagai bentuk
pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengguna
(Nasabah). Undang-Undang Bank Indonesia dalam Pasal 34
menyebutkan bahwa tugas pengawasan diserahkan dengan
lembaga independen. Lembaga independen tersebut dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dalam hal ini mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan
terhadap lembaga jasa keuangan termasuk perbankan. Kewengan
mengatur pada OJK disebutkan jelas didalam Undang-Undang
OJK tetapi didalam Undang-Undang Bank Indonesia, Bank
Indonesia tetap mempunyai kewenangan dalam pengaturan
perbankan seperti menentukan ketentuan moneter, menentukan
suku bunga acuan serta pemberian kerdit terhadap bank yang
kesulitan dana. Hal ini menunjukkan masih adanya pengaturan
tentang perbankan yang belum dapat dialihkan kepada OJK.

Melihat adanya dua peraturan yang diatur dalam Undang-Undang
dimana berdasarkan peraturan tentang tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia bahwa peraturan tersebut
sejajar sehingga diperlukan adanya penganalisisan tentang
kekhususan terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut
tentunya sangat menarik untuk dilakukan penelitian yang
mendalam tentang keberhakan terhadap pengaturan perbankan
apakah ada pada Bank Indonesia atau pada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Sehingga sifat indenpenden OJK yang diatur
dalam UU masih belum bersifat murni.
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KESIMPULAN

Peraturan dan ketentuan dalam perbankan diatur jelas di dalam
beberapa peraturan. Peraturan-peraturan tersebut lebih kepada
kewenangan lembaga dalam bidang perbankan. Peraturan
tersebut diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali
oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008; (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan; (3) Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2008.

Kewenangan pengaturan berdasarkan Undang-Undang Bank
Indonesia, bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan
pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan. Berdasarkan
Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 34 menyebutkan bahwa
kewenangan terhadap pengawasan bank dialihkan kepada
lembaga independen dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen
dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai
fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK)
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berkaitan dengan kewenangan OJK berdasarkan Undang-
Undang OJK bahwa OJK mempunyai kewenangan memberikan
dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
perbankan, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan
bank serta mengenakan sanksi terhadap bank. Berdasarkan hal
tersebut, dapat dilihat bahwa OJK melaksanakan peralihan tugas
dan kewenangan Bank Indonesia dalam bidang pengaturan dan
pengawasan. Peralihan tugas, fungsi dan kewenangan dalam hal
pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK dimulai tanggal
31 Desember 2013. Berkaitan dengan penjaminan terhadap
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nasabah penyimpan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS). LPS menjamin simpanan nasabah terhadap adanya
kegagalan bank dalam melakukan pengembalian dana simpanan
kepada Nasabah.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya dibutuhkan
adanya pengaturan dan pengawasan terhadap bank untuk
mengoptimalkan fungsi perbankan agar tercipta sistem perbankan
yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu
memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang
secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk
menjaga rasa aman dan nyaman terhadap nasabah atau pengguna
perbankan, bank wajib menjaga kerahasiaan atas informasi
pengguna perbankan.
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ABSTRAK

Secara umum fungsi dari bank adalah menerima dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan
kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk
kredit. Untuk bisa melakukan hal ini bukan hal mudah, karena
bank harus dapatkan kepercayaan dari masyarakat luas sehingga
kedua fungsi tersebut bisa dijalankan. Untuk itu dalam
pelaksanaannya bank harus memiliki jaminan kesehatan kinerja
keuangan bank. Manajemen pengkreditan digunakan sebagai
upaya untuk menjaga keefektifan penyaluran kredit, yang
tercermin dalam Loan to Deposit Ratio (LDR). Dengan melihat
rasio tersebut maka kita bisa mengetahui kondisi perekonomian,
kondisi bank saat ini dan yang akan datang, bagaimana
hubungan dengan bank lain yang telah dijalin selama ini dan
pengalaman perbankan dalam melakukan kreditnya.

Kata Kunci: Bank Umum, Kredit

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menyimpan dan
menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat luas dalam
bentuk kredit, namun bank juga merupakan lembaga yang
membantu masyarakat sebagai perantara keuangan yang
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menyediakan jasa-jasa keuangan yang dibutuhkan. Fungsi lain
dari bank umum diantaranya bertujuan untuk membantu
pelaksanaan pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan
sebagai perantara bagi masyarakat. Untuk melakukan hal ini bank
harus mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat,
kepercayaan ini akan didapat apabila bank memiliki dan dapat
menjamin kerahasiaan bank itu sendiri. Jika bank sudah memiliki
ini maka akan lebih meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat
pada bank yang mereka pilih. Semua yang berhubungan dengan
keterangan mengenai nasabah yang berkaitan dengan
penyimpanan dan simpannya harus benar-benar dijaga
kerahasiannya yang menurut kelazimannya hal ini tidak boleh
diketahui dan dibuka kepada masyarakat luas. Rahasia nasabah
merupakan kewajiban bank untuk menjaganya agar tidak
diketahui oleh orang yang dianggap tidak berkepentingan. Hal ini
dapat dilihat dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 yang
menyatakan bahwa semua bank diwajibkan untuk menerapkan
rahasia bank agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap
terjaga. Dalam kenyataannya masih ada kesulitan untuk
menjalankannya dikarenakan keseragaman spesifik masih kurang
jelas yang masuk dalam rahasia bank. Pelanggaran yang
dilakukan untuk hal ini termasuk dalam tindak pidana perbankan
(Yahetal., n.d, 2016).

Perlindungan terhadap kerahasian nasabah bank masih belum ada
kepastian hukumnya karena hanya menjelaskan tentang definisi,
pengecualian untuk memberikan informasi kerahasiaan nasabah
dan sanksi dalam rahasia bank, yang dapat dilihat dalam UU No.
10 tahun 1998. (Syamsyuddin, 2015). Akan tetapi untuk menjaga
agar rahasia bank tersebut menjadi aman, maka dapat dilakukan
melalui kelaziman operasional, adanya pencatatan dan adanya
hukum kerahasian bank. Bagi bank yang melakukan pelanggaran
maka akan dikenakan sanksi pidana, administratif dan perdata,
maka dari itu sebaiknyalah pihak perbankan mentaati UU No. 10
Tahun 1998 agar bisa mendapatkan kepercayaan masyakarat
secara keseluruhan sehingga pada akhirnya kepercayaan itu akan
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meningkat terus menerus. Pertumbuhan bank umum dan bank
konvensional sejak tahun 1992 telah mengalami perkembangan
yang cukup pesat baik untuk unit bank umum maupun untuk unit
bank syariah. Berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh OJK
maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan untuk perbankan
syariah telah mencapai 13 unit kantor cabang operasional
sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
kantor cabang operasionalnya telah mencapai 97 unit (Otoritas
Jasa Keuangan, 2017:5), meskipun menurut Rahmadhani (2011)
penyaluran kredit perbankan belumlah dilakukan secara optimal.
Setelah melihat fenomena-fenomena tersebut maka di dalam bab
ini kita akan mengembangkannya pengertian bank umum hingga
implementasi kerja bank umum terhadap fungsi-fungsi bank serta
bagaimana manajemen perkreditan mengatasi permasalahan yang
sedang timbul.

LATAR BELAKANG

Awalnya kata bank berasal dari Italia yaitu banco yang dapat
diartikan bangku, yang digunakan oleh bankir untuk melakukan
pelayanan kepada masyarakat atau nasabahnya. Setelah itu
pengertian ini berkembang menjadi tempat penyimpanan, namun
semakin maju dunia perbankan maka istilah bank pun mengalami
perubahan. Berikut adalah beberapa pengertian bank yang dapat
kita lihat dari berbagai sudut pandang:

a. Dalam Undang Undang Rl No. 10 ayat 1 dan 2, 1998
mengenai bank, disebutkan bank merupakan suatu badan
usaha yang melakukan usahanya untuk mendapatkan dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup
orang banyak.

b. Selanjutnya dalam ayat 1 dan 3 menjelaskan bahwa bank
umum melakukan jasa-jasa keuangan baik secara
konvensional maupun syariah dalam lalu lintas pembayaran.

c. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31, menjelaskan
bahwa bank merupakan lembaga yang memperlancar lalu
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lintas pembayaran, dan perantara keuangan bagi pihak yang
mempunyai kelebihan dana dan membutuhkan dana.

Sejarah terbentuknya bank diawali dengan adanya pertukaran
uang yang dilakukan oleh masyarakat, maka kala itu bank dikenal
sebagai tempat untuk menukarkan uang. Namun bank mengalami
perkembangan sehingga pengertian bank pun mulai berkembang
misalnya dikenal sebagai lembaga yang menyediakan jasa untuk
menerima simpanan dan melakukan pemberian kredit. Awalnya
bank hanya memberikan pinjaman biji-bijian kepada para petani
dan pedagang sekitar tahun 200 SM; sedangkan di masa
kekaisaran Romawi pinjaman, menerima simpanan dan
pertukaran uang pun diberikan kepada masyarakat di kuil-kuil.

Seiring dengan perkembangan bidang telekomunikasi dan

komputerisasi mengakibatkan perubahan besar terhadap

perbankan baik dari ukuran, jumlah dan penyebaran geografis. Di

Indonesia dunia perbankan dikenal sejak masa penjajahan Hindia

Belanda. Pada masa ini ada beberapa bank yang memiliki

peranan penting diantaranya seperti: De Algemenevolks Crediet

Bank, DE Escompto Bank NV, De Post Paar Bank, De Javasche

dan Nerderland. Di samping itu bank pribumi, seperti: Bank

Abuan Saudagar, Batavia Bank, Bank National Indonesia, Bank

Boemi dan lain-lain. Berikut beberapa riwayat perjalanan bank

yang ada di Indonesia yaitu:

1. Pada tahun 1946 berdirilah Bank Negara Indonesia 1946 yang
dikenal dengan nama BNI, dimana bank ini berfungsi
menjalankan tugas dari BNI Unit I1l yang berdasarkan pada
ketentuan UU No. 17 Tahun 1968 yang kemudian dikenal
menjadi BNI 1946.

2. Bank Tabungan Negara (BTN), awalnya dari DE
Postpaarbank berganti nama Kantor Tabungan Pos pada tahun
1950, lalu disebut dengan nama Bank Negara Indonesia unit V
dan lalu menjadi BTN.

3. Bank Indonesia berdasarkan UU No, 13 Tahun 1968 yang
kemudian ditegaskan dengan UU No. 23 tahun 1999, dimana
bank ini berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisasi
tahun 1951. Bank sentral merupakan bank milik Negara
dimana diantara tugasnya adalah menjaga stabilitas rupiah,
yang mengatur Kkebijakan moneter misalnya dengan
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menetapkan suku bunga, menjaga kelancaran sistem
pembayaran, mengawasi bank umum dan stabilitas perbankan
(Kasmir, 2014).

Penggolongan Bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan
1967 dan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan  mempunyai  beberapa perbedaan. Menurut
Budisantoso, 2017:109 jenis bank dibedakan dalam beberapa
jenis yaitu:
1. Bank Menurut Kegiatannya:
a. Bank Umum
b. Bank Perkreditan Rakyat vyaitu bank yang

N

melaksanakan kegiatannya secara konvensioanl dan
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

Bank menurut bentuk badan usaha
Bank menurut pendirian dan kepemilikan:

a.

Bank umum.

b. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang

didirikan dan pemiliknya, badan hukumnya adalah
WNI, pemda setempat.

Bank menurut target pasar:

a.

Retail Bank, yaitu bank memfokuskan pelayanan dan
transaksi kepada nasabah ritel yaitu nasabah, instansi,
dimana jumlahnya kecil.

Suatu perusahaan Bank yang khusus melayani nasabah
besar berbentuk korporasi, namun demikian tidak
seluruh  nasabahnya berbentuk satu koorporasi
perusahaan.

Retail Corporate Bank yaitu bank yang memberikan
pelayanan tidak kepada nasabah ritel tetapi juga kepada
nasabah korporasi.

Bank menurut fungsinya:

a.

Bank Sentral, yaitu bank yang usaha utamanya
bertugas membantu pemerintah yang berbadan hukum
milik negara. Contohnya Bank Indonesia, Bank of
China.
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b. Bank umum, merupakan bank yang melakukan
penyaluran dana misalnya melalui pemberian kredit
jangka pendek dan sumber dananya berasal dari pihak
ketiga, contohnya BNI, BRI, BTN dan lain lain.

c. Bank Pembangunan adalah bank yang menerima
simpanan deposito serta commercial paper dalam
pengumpulan dananya.

d. Bank Desa yaitu bank yang menjalankan fungsinya
menghimpun dana dan sebagai lembaga perkreditan
untuk membantu program pemerintah di desa terutama
dalam mewujudkan pembangunan desa dimana bank
ini berada. Hal ini sangat membantu sekali baik bagi
pemerintah maupun bagi masyarakat yang berada di
desa tersebut, baik dalam transaksi keuangan,
pengaturan kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat
sekitar ataupun untuk pembayaran serta peredaran
uang, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kota atau
ke kantor pusat untuk melakukan kebutuhan akan jasa
perbankan. Bank desa juga membantu masyarakat dari
jeratan rentenir, ketika menghadapi kebutuhan akan
uang.

e. BPR yaitu bank yang biasaya berada di kecamatan,
yang juga melakukan penghimpunan dana dan
menyalurkan dana, biasanya pada sektor pertanian.
BPR ini melakukan kegiatannya secara konvensional
atau dengan prinsip syariah, dan kegiatan yang
dilakukan tidak seluas bank lain.

6. Bank menurut status kepemilikan:

a. Bank yang kepemilikannya dimiliki oleh Negara, jenis
ini didirikan dengan semua atau sebagian modalnya
bersumber dari kekayaan yang dimiliki oleh Negara
dan didirikan berdasarkan pada undang-undang
tersendiri.

b. Bank Swasta, bank yang sahamnya berasal dari
perseroan terbatas, atau badan hukum di Indonesia atau
Warga Negara Indonesia.

c. Bank Swasta Asing, adalah bank yang merupakan
gabungan antara bank nasional Indonesia dengan
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cabang bank dari luar Negara Indonesia. Contohnya:
Citibank, HSBC Rabobank.

Bank Pembangunan Daerah, merupakan bank yang
didirikan dengan modal pemerintah  propinsi,
kabupaten/kota  bersama  di  wilayah  bank
bersangkutan. Contohnya Bank Jatim, Bank Papua dan
lain-lain.

Bank Campuran, merupakan bank yang didirikan
gabungan dari saham luar negeri dan saham swasta
nasional.

. Bank menurut kegiatan operasional:

a.

Bank Devisa, yaitu bank yang mempunyai hak dan
kewenangan yang diberikan oleh Bank Indonesia
untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas
devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing
luar negeri. Misalnya BNI, BRI, Mandiri, dan lain-lain
Bank Nondevisa, yaitu bank yang tidak melakukan
hubungan dengan bank di luar negeri dan hanya
melakukan transaksi-transaksi di dalam negara yang
bersangkutan.

. Bank berdasarkan yang mencipatakan uang giral:

a.

Bank Primer merupakan suatu bank yang melakukan
kegiatannya langsung berhubungan dengan kas, bukan
hanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada
masyarakat luas.

Bank Sekunder, yaitu bank yang didirikan untuk
melakukan transaksi pada kas dengan cara langsung
saja.

. Bank menurut sistem organisasi:

a.

Unit Banking system, yaitu bank yang didirikan tidak
memiliki cabang, jadi hanya ada satu kantor saja yang
berada di wilayah bank tersebut didirikan, dan
melayani masyakarat di daerah tersebut. Contoh BPR
konvensional.

Branch making system, merupakan bank yang
memiliki cabang di beberapa wilayah, namun untuk
kebutuhan SDM, keuangan dan sistem organisasi
masih mengacu pada keputusan kantor pusat bank
tersebut. Contohnya BCA, Mandiri, dan BNI.
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c. Holding Company Bank (HCB), bank jenis ini
merupakan bank yang hanya memiliki satu bank atau
lebih dari satu jumlahnya. Contohnya pada tahun 1990
di Amerika Serikat terdapat 6.400 HCB dan 5.000
diantaranya dimiliki satu bank.

d. Multi Holding Company Bank (MHCB), merupakan
bank yang telah memiliki perusahaan bergerak di
perbankan maupun bukan perbankan. Sekitar 1.000
bank berbentuk MHCB menguasi 70% total asset
perbankan di Amerika Serikat.

10. Correspondent Banking, merupakan bank-bank yang kecil
memiliki deposit pada bank-bank yang besar, dan dalam
bank ini ada pengaturan sistem informasi diantara kedua
jenis bank tersebut dalam melaksanakan jasa
pelayanannya.

11. Bank menurut letak geografis:

a. Komunitas bank lokal (Community of Local Bank)
yaitu bank yang beroperasi secara terbatas di daerah
desa tertentu.

b. Bank multinasional (Money Center or Multinational
Bank) yaitu bank yang didirikan memiliki ruang
lingkup operasi yang sangat luas mulai dari tingkat
nasional hingga internasional. Misalnya BCCI (Bank of
Credit and Company International) milik Abu Dhabi
yang beroperasi di Cayman Island dan Luksemburg.

Bank umum ini merupakan bank yang dalam kegiatan jasanya
dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun syariah,
dimana tugas secara umum untuk meningkatkan pemerataan,
stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (Hasibuan,
2009:39; dalam Latumaerissa, 2017:203) ada beberapa
pengertian para ahli mengenai bank umum, diantaranya yaitu:

1. Suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima
simpanan dari masyarakat dan atau satu pihak lainnya,
kemudahan mengalokasikannya kembali untuk memperoleh
keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
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2. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. Adalah industri yang bergerak di bidang kepercayaan yang
menghubungkan debitur dan kreditur dana.

A. Fungsi Bank Umum

Fungsi Bank Umum ditinjau dari Fungsi strategis yang meliputi

3 hal yaitu (Latumaerissa, 2017:205):

1. Agen of Trust
Dalam menjalankan fungsinya sebagai Agent of Trust, bank
melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada kepercayaan
yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan yang diberikan
oleh masyarakat ini dalam bentuk keamanan dana yang
mereka titipkan pada bank tersebut. Namun begitu juga
sebaliknya bank dalam memberikan kredit kepada masyakat
merasa yakin kepada calon penerima kredit untuk selalu
konsisten dan jujur dalam menggunakan kredit yang diberikan.

2. Agent of Development
Fungsi ini berkaitan dengan tangggung jawab bank dalam
menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh
setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui
bahwa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi merupakan
satu kesatuan yang tidak dipisah. Kegiatan produksi dilakukan
untuk menambah nilai guna barang, kegiatan distribusi
merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menyalurkan
barang yang telah diproduksi dari produsen kepada konsumen
dengan menggunakan saluran distribusi yang ada. Kegiatan
konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
mengurangi nilai guna suatu barang. Semua kegiatan tersebut
menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat hitung dan
alat pertukaran. Dalam hal ini bank bisa menjembatani semua
kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang
dilakukan.

3. Agent of Service
Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa
keuangan dan non keuangan maka bank turut serta dalam
memberikan jasa pelayanan seperti jasa transfer, jasa kota
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pengaman, jasa penagihan, sehingga bank merupakan lembaga

yang membantu dalam memberikan pelayanan. Menurut

Budisantoso (2017:109) kegiatan yang dilakukan oleh bank

umum secara lengkap adalah sebagai berikut yaitu:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan dan atau bentuk yang disamakan
dengan itu.

b. Memberikan kredit.

Menerbitkan surat pengakuan hutang.

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri
maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

i. Surat-surat termasuk wesel yang diakseptasi oleh
bank yang masa berlakunya tidak lebih lama
daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat
yang dimaksud.

ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya
yang masa berlakunya tidak lebih lama dari
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang
dimaksud.

iii. Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan
pemerintah.

iv. Sertifikat Bank Indonesia.

v. Obligasi.

vi. Surat berharga jangka waktu sampai dengan 1
tahun.

vii. Instrument surat berharga lain yang berjangka
waktu sampai dengan 1 tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Dengan adanya fasilitas telekomunikasi, surat menyurat
atau fasilitas yang lain, maka bank dapat meminjamkan
dana pada nasabah.

g. Menyimpan barang dan surat berharga dengan menerima
pembayaran.

h.  Membantu kepentingan pihak tertentu dengan menerima
penitipan yang dilakukan sesuai dengan kontrak yang
disepakati Bersama.

134

89



Menetapkan surat berharga dalam bentuk tidak tercatat di
bursa efek sebagai penempatan dana dari nasabah untuk
nasabah lainnya.

Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
kegiatan wali amanah.

Melakukan kegiatan lain atau pembiayaan yang sesuai
dengan prinsip syariah yang ditetapkan.

Dengan menggunakan ketetapan dari Bl maka bank dapat
melakukan kegiatan valuta asing.

. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau
perusahaan lain dalam bidang keuangan serta sewa guna
usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta
lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan
memenuhi  ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat
harus menarik kembali penyertaannya dengan memenubhi
ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus
dana pensiunsesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui
pelelangan maupun yang diluar pelelangan berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau
berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang pemilik
agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi
kewajibannya pada bank dengan ketentuan agunan yang
dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lain yang ada.

Isu, Kontroversi dan Masalah Tinjauan Atas Kegiatan Bank

Penghimpun dana (funding); Menurut Triandaru (2006)
melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana
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merupakan kegiatan usaha pokok bagi suatu bank, dimana
kegiatan penghimpuan dana dilakukan dengan cara tertentu agar
efisien sehingga dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan
dana tersebut. Bank mencari dana dengan cara membeli dari
masyarakat melalui tabungan, simpanan giro, dan deposito
dimana kegiatan ini dapat dilakukan melalui promosi dan
menggunakan strategi yang ditentukan sehingga masyarakat
tertarik untuk menanamkan dananya di bank tersebut. Untuk itu
bank harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga
dana bisa terhimpun. Setiap dana yang sudah terhimpun akan
dijaga keamanannya serta diberikan bunga atas dana yang telah
disimpan (Hasibuan, 2009). Dalam menjalankan fungsinya
sebagai penghimpun dana bank dipengaruhi oleh beberapa faktor
meliputi: kepercayaan masyarakat pada bank tempat mereka
menyimpan dananya, penyimpan dana memperoleh tingkat
pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan
yang ada pada investasi lain, resiko yang ada dalam penyimpanan
dana dan adanya pelayanan yang baik yang diberikan oleh bank
kepada nasabahnya (Wangsit, 2017).

Solusi dan Rekomendasi

Menurut Triandaru (2006) ada empat alternatif yang dapat
dilakukan oleh bank dalam kegiatan menghimpun dana guna
kepentingan usahanya yaitu:

1. Dana sendiri, dalam melaksanakan kegiatannya dana sendiri
merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bank walaupun
proporsinya lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan total
dana yang dihimpun ataupun dari total aktivanya. Begitu
pentingnya dana sendiri, sehingga dibuktikan dengan adanya
proporsi yang mengatur minimal modal sendiri dibandingkan
dengan modal aktiva tertimbang (ATMR) atau yang sering kita
kenal dengan Capital adecuaqgcy ratio- CAR. Jika Nilai dari
CAR dari suatu bank rendah maka ketika bank tersebut
mengalami kerugian, kemampuan untuk bertahan dari
kerugiannya juga rendah. Akibatnya bank menggunakan
modal sendiri untuk menutupi kegiatannya, dan akibatnya
kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada nasabahnya pun
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sangat diragukan. Dampaknya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap bank menjadi menurun.

. Dana yang didapat dari deposan, sumber dana dari masyarakat
yang bisa berupa tabungan, deposito, dan giro baik yang
perorangan maupun dari badan yang dapat digunakan dalam
kelangsungan kegiatannya.

. Dana pinjaman, untuk melaksanakan kegiatannya
menghimpun dana bank mendapatkan dana pinjaman dari
bank lain, dimana pinjaman itu bisa dalam jangka pendek dan
jangka menengah dari bank lain tersebut. Pinjaman yang
dilakukan tersebut digunakan untuk mengembangkan
usahanya dan meningkatkan jumlah penerimaan bank.

. Dana dari sumber lain. Dana yang dimaksud disini adalah dana
yang tidak berasal dari tiga hal di atas, namun dana dari sumber
lain ini berkembang sesuai dengan perkembangan perbankan
dan kegiatan perekonomian, semua kewajiban yang dapat
ditagih oleh pemiliknya dan wajib serta segera untuk dibayar.

Disamping itu bank juga dapat menggunakan beberapa strategi
dalam melakukan penghimpunan dana dimana penggunakan
funding strategy ini menggunakan konsep dana-dana bank yang
bertujuan untuk mengetahui kebutuhan nasabah dan melakukan
komunikasi yang baik dan efektif kepada nasabah (Ali, 2004).
Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan yaitu:

1. Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan nasabah baik

individual product maupun line prouduct sehingga diketahui
jenis produk serta pengembangan terhadap produk yang
dipilih nasabah tersebut.

. Menciptakan segmentasi pasar, pengembangan produk baru
dan waktu yang efektif untuk melakukan kegiatan pemasaran.
. Untuk menghadapi persaingan baik dengan lembaga sejenis
maupun lembaga keuangan lainnya maka dilakukan
pengembangan jasa keuangan Yyang sejalan dengan
pengembangan produk.

. Melakukan kegiatan pengembangan terhadap citra bank dan
memodifikasi produk yang ada.

Penyalur dana (Lending); Bank memberikan kembali dana yang
didapat dari masyarakat yang menanamkan dana lewat tabungan,
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simpanan giro, dan deposito untuk disalurkan kembali kepada
masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) atau pembiayaan bagi
masyarakat yang membutuhkan. Dengan melakukan hal ini
sebenarnya bank sudah membantu pemerintah dalam
pembangunan, masyarakat yang membutuhkan dana dapat
menghasilkan usaha, mendukung kemajuan usaha masyarakat
yang pada akirnya bisa mensejahterakan masyarakat. Menurut
Triandaru (2006) penyaluran dana akan dapat dilaksanakan
apabila dana yang ada pada bank tersebut telah dihimpun.
Penyaluran kredit merupakan penerimaan yang utama diharapkan
dari bank, oleh karena itu resiko yang diterimapun juga akan
semakin tinggi dibandingkan dengan aktiva lain. Menurut Dian
& Sari (2004) dalam menggerakkan modal yang ada maka
digunakanlah kredit, dengan kredit inilah maka pengusaha
memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya yang
pada akhirnya akan membantu perkembangan perekonomian.
Dalam melakukan pemberian kredit penerima kredit dikenakan
biaya administrasi, bunga bank, biaya provisi dan komisi
(Hidayat, 2012).

Dalam melaksanakan penyaluran dananya kepada masyarakat,
maka bank menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal
dengan istilah Prudential Banking (Fatimah, 2016). Dalam
prakteknya pengertian itu diterjemahkan sebagai berikut:
pertama, Prinsip ini berkaitan dengan performa debitur, maka dari
itu sebelum kredit diberikan, bank akan memeriksa dan
menyelidiki terlebih dahulu kualitas dari calon debitur. Jika sudah
memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan maka kredit
baru bisa disalurkan; Kedua, Dalam menentukan jaminan yang
diberikan oleh debitur kepada bank, maka pihak bank harus
berhati-hati jika seandainya nanti debitur tidak bisa membayar
hutangnya.

Untuk melaksanakan prinsip tersebut maka sebaiknya bank
melakukan prinsip mengenal nasabah yang disebut dengan Kown
Your Costumer Principal, bank dapat mengetahui dan memantau
kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Hal ini
penting dilakukan agar tingkat kesehatan bank terlindungi
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(Lukmanul, 2008). Sebelum memberikan kredit maka mutlak
bank harus melakukan analisa terhadap calon debitur, dengan
memperhatikan faktor watak (character), jaminan (collateral),
modal (capital), kemampuan (capacity) dan kondisi ekonomi
(condition of economy) (Fatimah, 2016). The five C’s of credit
analysis, yang meliputi:

1.

Character, merupakan penilaian yang dilakukan terhadap
karakter nasabah sehingga diketahui kejujuran nasabah serta
niat baiknya untuk memenuhi kewajibannya.

Collateral, merupakan barang—barang yang dijaminkan oleh
calon debitur dalam pelunasan hutangnya, jika calon debitur
tidak dapat membayar hutangnya maka pihak bank dapat
menjual agunan tersebut.

Capital, untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki
oleh debitur dalam menjalankan usaha yang dimilikinya.
Capacity, kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam
menjalankan usahanya sehingga nanti diharapkan dapat
membayar kewajibannya tepat pada waktunya.

Condition of economic, merupakan kondisi ekonomi yang
dimiliki oleh calon debitur ketika kredit akan diberikan.

Usaha Pokok Bank Umum; Menurut Latumaerissa (2017:261)
bentuk-bentuk jasa perbankan baik dari aspek pendanaan
(funding), aspek penyaluran dana (lending) dan aspek jasa lainnya
(service) sebagai berikut:

1.

Tabungan (Saving Deposit) yaitu simpanan yang dilakukan
oleh pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang meliputi:
penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank
atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut mislanya
ATM.

Tabunganku, adalah tabungan perorangan dengan persyaratan
mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-
bank di Indonesia unutk menumbuhkan budaya menabung
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Simpanan Deposito (Saving Deposit) adalah simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
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berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank,
Bank umum dan BPR menerbitkan bilyet deposito atas
simpanan deposito berjangka.

4. Deposito berjangka (Time Deposit) adalah simpanan pihak
ketiga di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan
setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak
ketiga dengan bank teknis yang bersangkutan.

5. Deposito Harian (Deposit in call) yaitu simpanan pihak ketiga
pada bank yang memiliki jangka waktu 1 sampai 30 hari yang
pencairannya dapat dilakukan setiap hari dengan
pemberitahuan sebelumnya kepada pihak bank akan maksud
tersebut.

6. Sertifikat Deposito (certivicate of Deposit) yaitu bentuk
simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank yang dapat
diperjualbelikan atau dapat dipindahtangankan kepada pihak
ketiga.

7. Jasa Giro (Demand Deposit) yaitu bentuk simpanan nasabah
baik perorangan ataupun perusahaan, lembaga atau institusi
pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh
giran atau pemilik dengan menggunakan cek dan giro bilyet
atau surat pemindah-bukuan lainnya.

8. Surat Perintah pembayaran lainnya yaitu pemindah-bukuan
dana rekening dilakukan dengan membuat surat perintah
lainnya selain cek dan bilyet giro, yaitu dengan membuat surat
perintah  pembayaran berupa surat biasa dimana
penandatangan surat-surat perintah tersebut adalah orang yang
berhak untuk penarikan dan sesuai dengan contoh tanda tangan
yang ada pada bank tertarik.

B. Tinjauan Atas Kredit Bank Umum

Bank merupakan lembaga yang salah satu jasanya adalah
memberikan kredit kepada masyarakat luas, baik bank umum
maupun bank syariah. Pada umumnya kegiatan utama bank
adalah memberikan kredit, jika banyak dana yang tersimpan di
bank tersebut kemudian bank tidak mampu menyalurkan dananya
dalam bentuk kredit maka bank tersebut akan mengalami
kerugian, karena dari besarnya kredit yang disalurkan tersebutlah
bank bisa mendapatkan keuntungan. Maka dari itu manajemen
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kredit diperlukan dalam pengelolaan perkreditan yang dimulai
dari perencanaan hingga melakukan pengendalian pada kredit
yang bermasalah. Kata kredit asal mulanya berasal dari kata
“Credere ’yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa
Latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran,
dimana kata ini berasal dari bahasa Yunani (Kasmir, 2008). Rani
(2017), menerangkan bahwa pengertian tersebut kemudian
dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang
merumuskan pengertian kredit sebagai berikut: “penyediaan
uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak peminjam
berkewajiban melunasi hutangnya  setelah jangka  waktu
tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan™ .

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam
Undang-Undang RI No.7, (1992) tentang Perbankan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun
1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah “penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
jumlah bunga”. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat
dikatakan bahwa kredit dapat berupa tagihan atau uang yang
diberikan kepada nasabah yang nilainya yang dapat diukur
dengan uang. Dalam kehidupan masyarakat luas sehari hari
istilah kreditpun dikenal dengan kata pinjaman yang dicicil sesuai
dengan perjanjian yang dilakukan. Namun untuk bank syariah
istilah kredit dikenal dengan pembiayaan yang sesuai dengan
prinsip syariah. Kredit bisa dikatakan juga penyediaan dana yang
dimiliki oleh bank yang akan dipinjamkan kepada pihak lain
melalui kesepakatan dimana pihak yang meminjam mempunyai
kewajiban untuk melunasi pinjamannya dalam jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga. Pada saat bank memutuskan
akan memberikan kredit kepada nasabahnya maka bank berharap
bahwa dana yang diberikan itu akan aman, terarah dan bisa

96



menghasilkan pendapatan bagi bank tersebut. Dikatakan aman jika
bank mendapatkan kembali nilai ekonomis yang telah diberikan
kepada nasabah tersebut.

Fungsi pemberian kredit menurut Kasmir (2008) adalah sebagai
berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, maksudnya adalah
uang itu akan memiliki nilai guna jika uang hanya disimpan
saja dan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,
misalnya bisa menghasilkan barang atau jasa jika bank
memberikan kepada penerima kredit dari uang tersebut.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, jika uang
diberikan dalam bentuk kredit pada suatu daerah yang
kekurangan uang maka daerah tersebut akan mendapatkan
tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang, dengan
menggunakan kredit hal ini dapat membantu nasabah
mengelola suatu barang dari yang tadinya tidak berguna
menjadi berguna bagi masyarakat. Akhirnya bisa menambah
nilai tambah atau nilai guna dari barang tersebut.

4. Meningkatkan  peredaran barang, kredit ~membantu
meningkatkan barang yang beredar menjadi meningkat,
karena dengan kredit akan menambah dan memperlancar
lalulintas dan arus barang dari wilayah satu ke wilayah yang
lain atau wilayah yang membutuhkan barang.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan kredit membantu
masyarakat untuk menambah jumlah barang yang diinginkan,
melalui bantuan ekspor barang yang berasal dari dalam negeri
ke luar negeri, dengan demikian meningkatkan devisa
Negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, dengan kredit
membantu para nasabah yang memiliki modal pas-pasan
untuk mengembangkan dan memperluas usahanya sehingga
gairah usaha pun menjadi meningkat.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, jika kredit yang
diberikan atau yang disalurkan banyak jumlahnya maka hal
ini akan meningkatkan pendapatan.
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8. Untuk meningkatkan hubungan internasional, dengan adanya
pemberian kredit oleh negara lain kepada Indonesia maka
akan dapat membantu meningkatkan jumlah kerjasama yang
diwujudkan, dampaknya hubungan dengan dunia luar akan
semakin baik.

Isu, Kontroversi dan Masalah

Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka
sasaran Yyang hendak dicapai adalah aman, terarah, dan
menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan
dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan,
terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai
dengan perencanaan kredit yang telah ditetapkan, dan
menghasilkan  berarti pemberian kredit tersebut harus
memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan
debitur, dan masyarakat umumnya (Taswan, 2006). Menurut
Thomas (1993) dalam memberikan kredit pihak bank akan
memperhatikan beberapa aspek yang penting, meliputi unsur
kepercayaan, kesepakatan, waktu yang diberikan, resiko yang
akan terjadi serta valas jasa yang didapat. Kesemua unsur
tersebut merupakan kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dan
berkaitan satu sama lain.  Unsur kepercayaan, sebelum
melakukan perjanjian kredit dan mengucurkan dana kreditnya,
pihak bank telah melakukan survai dan penelitian terlebuh
dahulu kepada calon nasabah, dengan maksud agar diketahui
kemampuannya untuk melakukan pembayaran jika kredit telah
disalurkan, dan dana yang telah diberikan tersebut akan benar-
benar diterima kembali dimasa yang akan datang oleh bank.
Dalam unsur kesepakatan, kedua belah pihak telah sepakat
dengan ketentuan yang berlaku baik mengenai hak dan
kewajiban dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam
perjanjian yang biasanya termuat dalam akad kredit yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan jangka waktu,
merupakan rentang waktu dari pengembalian kredit yang
diberikan, yang ditetapkan oleh bank disesuaikan dengan
kemampuan dari nasabah setelah pihak bank melakukan
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penelitian. Untuk unsur resiko, dalam unsur ini biasanya akan
terjadi pada dua hal, yang pertama pihak nasabah sengaja tidak
membayar kredit tepat waktu walaupun sebenarnya mereka
mampu untuk membayar, kedua nasabah dengan tidak sengaja
telat melakukan pembayaran dikarenakan adanya bencana alam.
Kedua hal ini menyebabkan terjadinya jangka waktu
pembayaran menjadi lebih lama akibatnya resiko tidak tertagih
semakin besar, akhirnya resiko ini menjadi tanggungan dari
pihak bank.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk melihat bagaimana tingkat kemampuan bank dalam
menyalurkan dananya terutama yang berasal dari masyarakat
dalam bentuk kredit, maka dapat digunakan rasio Loan to Deposit
Ratio atau yang sering dikenal dengan rasio LDR. Dana yang
berasal dari masyarakat tersebut bisa berupa tabungan, deposito,
giro, sertifikat deposito berjangka maupun yang lainnya. Dengan
kata lain LDR ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank
untuk membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan dengan
menggunakan sumber likuiditasnya yaitu kredit. Dengan
demikian maka dapatlah kita ketahui bahwa likuiditas akan
menjadi semakin tinggi jika rasio LDR semakin rendah dan
sebaliknya likuiditas ini akan menjadi semakin rendah jika rasio
LDR semakin tinggi dari bank yang bersangkutan. Berdasarkan
ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada di
sekitar 85% - 110% (Manurung, 2004). Menurut Ali (2004) Loan
to Deposit Ratio merupakan rasio yang menggambarkan
perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan
jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Bank
dengan nilai LDR nya di atas 110% akan mengalami kesulitan
dalam likuiditasnya karena loan dinilai sebagai earning asset
bank yang dinilai tidak likuid. Dapat dikatakan bahwa jika bank
mengalami LDR yang tinggi maka akan mengalami kesulitan
likuiditasnya. Namun untuk menilai dapat pula dilakukan dengan
menggunakan unsur 7P, yaitu:
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-

. Personality, penilaian yang dilakukan kepada nasabah dinilai
dari sudut kepribadiannya dimasa lalu dan sehari-hari yang
meliputi emosi, sikap, tingkah laku yang dilakukan nasabah
jika mengalami masalah.

2. Party, mengelompokkan nasabah berdasarkan golongan
tertentu berdasarkan karakter, kesetiaan dan modal yang
dimilikinya.

3. Purpose, berguna untuk mengetahui apa tujuan nasabah dalam
mengajukan kredit dan jenis kredit apa yang akan diambil.

4. Prospect, melakukan penilaian usaha yang dimiliki oleh
nasabah apakah memiliki keuntungan dimasa yang akan
datang.

5. Payment, dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara
nasabah melunasi kreditnya, bagaimana dia melakukan
pembayaran kreditnya, jika usaha yang dimiliki semakin
banyak dan baik maka kemungkinan untuk membayar tepat
waktu semakin besar.

6. Profability, untuk mengetahui bagaimana nasabah dalam
menghasilkan laba, yang dilihat di setiap periode.

7. Protection, bagaimana menjaga kredit yang diberikan tersebut

bisa mendapatkan perlindungan jaminan, sehingga kredit yang

diberikan benar-benar aman (Kasmir, 2002).

Menurut Warjiyo (2004) dalam melakukan kebijakan moneter
dilakukan dengan menggunakan saluran uang, secara implisit
beranggapan bahwa untuk pendanaan melalui penyaluran kredit.
Sebenarnya hal ini tidaklah semuanya benar dalam kenyataan,
karena disamping adanya penawaran Kkredit bank juga
dipengaruhi oleh persepsi terhadap masa depan usaha debitur dan
bagaimana kondisi dari perbankan itu sendiri dalam melakukan
pengelolaan modal dan penanganan kredit macet. Menurut
Retnadi, (2006) ada dua faktor yang mempengaruhi suatu bank
dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat yang ditinjau dari
sisi eksternal yaitu diantaranya peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah dan kondisi ekonomi, sedangkan untuk faktor internal
diantaranya adalah penetapan suku bunga. Menurut Sinungan
(2000) pada umumnya dalam penentuan kebijakan perkreditan
beberapa faktor penting haruslah diperhatikan, yaitu:
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1) Keadaan keuangan bank saat ini.

2) Pengalaman bank dalam beberapa tahun,

3) Keadaan perekonomian,

4) Kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan bank.

5) Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang
sejenis.

TREN MASA DEPAN

Salah satu tugas dari perbankan dalam lalulintas pembayaran
adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
pemberian kredit. Hal ini dilakukan oleh bank karena dengan
menyalurkan kredit maka akan memberikan penambahan
pendapatan bagi ba